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: Jalan Raden Patah BI/7 Rt/Rw:002/001

Selong Kebayoran Baru Jakarta Setatan

:  G. Stevamis Samuel Rotinsulu

;  Indonesia

:  Swasta

: Jahm Ratten Patah 01/7 R^^Rw:002/001

Selong Kebayoran Bam Jakarta Selatan

G.Edwaid Rotinsulu

: Jalan Raden Patah III/7 Rt/Rw:002/001

Selong Kebayoran Baru    Jakarta

Kewarganegaiaan

Pekerjaan

Alamat

!•*

:  Swasta

:  Indonesia

:  G.Getald Rotmsulu

Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan

: Jalan Raden Patah IQ/7 Rt^tw:002/001

:  Swasta

,  :  Indonesia

:  Gustaf Bernard Rotinsulu

Selong Kebayoran Bam Jakarta Selatan

: Jalan Raden Patah in^ Rt/Rw^002/00l

:  Indonesia

:  Ny.S.FARotlnsulu

Pekerjaan

Kewarganegmaan

3. Nama

Alamat

Peketjaon

Kewarganegaraan

2. Nama

Alamat

Kewarganegaraan

1.  Nama

"DEMI KEADILAN BERBASABKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus serta

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara

biasa, yang dilaksanakan di gedung pengadilan tersebut, telah mengambil putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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:  Advokat/KonauKanHukum

Alamat                              :     Jto- AA Maramis , Kompieks BTN

Wale Nusantoa Paniki Btok MC No. 59-60 Manado

Selanjutnya disebut seba^aiPenggugat;

MELAWAN

NamaJabatan;   Kapaia Katttor Pertanahan Ktlmpaten Minahasa

Utara

Tempatkedudukan:  Kompieks KuntorBupaUMinahisaUtani

Dalam hat tni diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat kuasa

Khusus No.200-364 tertanggal 26 Pebruari 2009 :

1.Nama: Heiorich P.B Tutomuty^ Ptnh

Kewarganegaiaan; Indonesia

Jabatan; Kepala Seksi Sengketa Konflik dan

Ferka^a Pertaaahan \

Alamat: Kompieks Kantot Bupati Minahasa Utara;

2.Nama; Agustina Rampengan, SH

Kewatganegaraan: Indonesia

Jabatan: Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;

Alamat\: Kompteks Kantor Bupati Minahasa Utara;

3.Nama: Fadli Mandulangi, SH

Kewarganeganura: Indonesia

Jabatan: Kepala Seksi Sengketa Konflik dan

6. Nama• : Meiske Irawati Botinsulu

Kewarganegaraan'  :  Indonesia

Pekerjaan:  Swasta

Alamat: Jalan Raden Patah HI/7 Rt/Rw:0G2/001 Selong

Kebayoran Bam Jakarta SelMan

Berdasaikan Surat Kuass Khusus tanggal 24 Pebruari 2009 tefadi

mranberikan kuasa kepada j

Nama: Jtmius Koloay SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Tempattinggal   : JasaIKotongfln,Kec. Kak^at, KflbupalcnMiiiahasaUtaia

Pekerjaan:  Swasta

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat II Intervrasi t

2.N a m a      : Agus Susanto

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempal linggal   ; JagaVin Watutumou,KecamatanKalawat,Kabupaten

Minahasa Utara

Pekerjaan        : Swasta

Selanjutnya disebut sebagaiTergi^at II Intervensi H;

3.N a m a      : Johan Arnoldus Mononutu

Kewaiganegaiaan : Indonesia

Tempat tinggal   : JagaK Watutumo,KecaraatanKBlBvflit,Kabupten

Minahasa Utara

Pekerjaan        : Swasta

Selanjutnya disennt sebagaiTergugat II Intervensi ID;

4.N a m a: Darianus Lungguk Shonis

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal   : Jin Kebon Raya Nomor 2 RT.002 RW. 003 Kel. Dun Kepa,

KecKebon Jerok, Jakarta Barat

Pekerjaan        : Pengusaha

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat II Intervensi IV;

5.N a m a     : Benny Budiman

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempaltinggal   : PeramWenangPennaiBlokC.3KairagiWeni,Kecamatan

TikalaKota Manado

Peke^aan: Swasta

Selanjutnya  disebu sebagw    Tergugat   II

Intervensi V;

1. N a m a      : Hendriata M. Wullur

Alsunat:Kon^>leksKantorBi^>Mi Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Indonesia

Ricky Rayer, SH.

Advokat;

Indonesia

Ridwan Mapahena., SH.

Advokat;

^Indonesia

Djein Tampitwngkol, SR

Advokat;

Kewarganegaraan

4. N a m a

Pekerjaan

Kewarganegaraan

3  N a m a

Pekerjaan

KewarganegaiaSf

2. N a m a

Pekerjaan

6.N a m a: Midiarto Wjjaya

Kcwaiganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal    : Kelurahan Airtembaga Lingk.1, Kecamatan Bitung Timur,

KotaBitung

Pekerjaan        : Swasta

SelanjutnyadisebutsebagaiTergugat n Intervensi VI;

7.N a in a; Vena Waworuntu

Kewarganegaraan   : Indonesia

Tempat tinggal: Perum Wenang Pennai Blok C.3 Kairagi Went,

Kecamatan Tikala Kota Mansdo

Pekerjaan: Swasta

SelanjulnyadisebutsebagaiTergugat II Imervensi VII;

Berdasarkan Surat-Surat Kuasa Khusus dan:

1.HendriataM.WullurteTtanggal 02 April 2009;

2.Agus Susanto tertanggal tertanggal 02 Mei;

3.Johan AmoMus Mononutu tertanggal 02 April 2009 ;

4.Darianus Lungguk Sitoma tertanggal 02 Mei 2009 ;

5.Benny Budiman tertanggal 18 April 2009 ;

6.Midiarto Wijaya tertanggal 02 April 2009 ;

7.Veira Waworuntu tertanggal 18 April 2009;

Memberikan Kuasa kepada:

1. N a m a: John Jesky Sada, SH.

Kewarganegaraan: Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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TENTANG DUDUK PERKARANVA;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Januari

2009 yang terdaftar di kepanitcraan Pcngadilan Tata Usaha Negara Manado dengan

register perkara No. 05/G/TUN/2009/PTUN.MDO setelah melalui proses

pemeriksaan persiapan gugatan Penggugat telah disempurnakan dan diterima oleh

Majelis Hakim pads tanggal 16 Pebmari 2009 yang mengemukakan alasan - alasan

gugatan sebagai berikut:

-    Bahwa adapun yang mepjadi" Obyek Gugatan " dalam sengketa ini adalah Surat

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

KabupatenMinahasaUtara dengan menerbitkanBukuTanahyaitu :

1. HakMilikNo.722/DesaWatutumou

Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006

No. 807 / Watutumou / 2006

3.Telah membaca penett^an Nomor : 13/Pen. HS/ TUN/ 2009/ PTUN.Mdo

tertanggai 24 Maret 2009 tentang penetapan hari sidang;

4.Telahmembacaberi^sperkaraNonr:ll/G/TUN/2009/PTUN.Mdo ;

3. Telahmempel^jari Bukti - Bukti yang di t^ukanparapihak;

6. Telah mendengar keterangan para pihak;

5. N a m a      : Adeodatus Pops., SH.

Kcwarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan: Advokat;

Kelimanya memilih Alamat di Jin. Diponegoro Nomoi 84 Mahakeret Barat Kola

Maoado;

Selanjutnyadisebut sebagai.Tergugat n Interven^ I s/d VII;

Pengadilan Tata Usaha Negaia tersebut:

1.Telah membaca penetapan Nomor : 08/Pen. MH/TUN/2009/P.TUN.Mdo

lerianggal 24 Pebmari 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2.Telah membaca penetapan Nomor : 07/ PeaPP/ TUN /2009/ PTUN.Mdo

tertanggnl 25Pebuaii 2009 tentang Penentuan hari dan tanggal Pemeriksaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Luas : 7.500 m1 Alas naraa: Jimmy Tombokan.

2.HakMilikNo. 723/Desa Watutumou

Swat Ukw Tanggal 22 Januari 2007

No. 808 / Watutumou / 2007

Luas: 65.822 m1 Atas nama; Hendriata M. Wulhtr

3.HakMiIikNo.729/DesaWatutumou

Swat Ukur Tanggal 31 Januari 2007

No. 809 / Watutumou / 2007

Luas : 300 m* Atas nama: Agus Susanto

4.HakMilikNo. 730/Desa WatutwnouII

Swat Ukw Tangga] 31 Januari 2007

No. 810 / Watutumou II /  2O07

Luas: 69.945 m1 Atas nama: Johan Amoldus Mononutu

5.HakMilikNo.03/DesaWatutumouII

Swat Ukur Tanggal 3 Agustus 2007

No. 02 / Watutumou II /  2007

Luas: 60.000 mJ Atas nama: Darianus Lungguk Sitorus

6.HakMUikNo.04/DesaWatutumouD

Swat Ukw Tanggal 03 Agustus 2007

No. 03/Watutumou 11/2007

Luas: 1.974 m* Atas nama: HendriataM. Wullur

7.HakMilikNo.731/DesaWatutumou

Swat Ukw Tanggal 05 Pebmari 2007

No. 811/Watutumou/2007

Luas : 3.000 m1 Atas nama: Benny Budiman

8.H^MilikNo.05/DesaWatutumoun

Swat Ukw Tanggal 06 Agustus 2007

No. 04 / Watutumou n / 2007

Luas : 24.500 m1 Atas nama: Midiaito WJjaya

9.HakMilikNo. 766/DesaWatutumou

Swat Ukw Tanggal 15 Nopembet 2007

No. 839 / Watutumou / 2007

Luas : 4.000 m1 Atas nama: Vei

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- Bahwa Para Penggugat mengetahui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Kabupsten Minahasa Utara berupa Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek

sengketa tersebut diatas melalui Surat Keterangan yang disampaikan oieh

Tergugat kepada pihak Para Penggugat yaitu Surat Keterangan Pendaftaran

Tanah Nomoi : 600-321 tanggal 1 Desember 2008 dan Surat Ketcrangan

Pendaflaran Tanah Nomor : 600-322 tanggal 1 Desember 2008, bahwa hasil

penelitian data fisik diiapangan, bidang tanah tersebut telah dikuasai dan dimiliki

oleh pihak lain, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ini masih

dalam tenggang waktu 90 ( Sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan

dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentsng Peradilan Tata

UsahaNegara ;

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan Para Penggugat adalah sebagai

berikut :

1.Bahwa Para Penggugat adalah abli wens dan Aim. Gustaf Semuel Nicolas

Rotinsulu kawin dengan Maritje E.L. Duraais, meninggal dunia di Jakarta pada

tanggal 22 Agustus 1982 dan Aim. Maritje E.L. Dumais meninggal dunia di

Jakarta, pada tanggai 1 September 1973  ;

2.Bahwa dari Perkawinan Gustaf Semuel Nicolas Rotinsulu Aim. dengan

MaritjeE.L. Dumais Aim. Telah melahiikan anak bernama Gustaf Willem

Rotinsulu yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember tahun 2004 di

Jakarta (sesuai Bukti Akte Kematian) ;

3.Bahwa Perkawinan antara Gustaf Willem Rotinsuhi dengan Ny.S.F.A. Rotinsnlu

( Penggugat nomor unit 1 ) telah meUhirkan 5 ( lima ) orang anak masing-

masing bernama :

-Gustaf Bemhard Rotinsulu

•    G. Gerald Rotinsutu

-G. Edward Rotinsulu

•    G. Stevanus Semuel Rotinsulu

-Meiske Irawati Rotinsulu

(sekarang " para Penggugat "> ;

4.Bahwa Gustaf Semuel Nicolas Rotinsulu semasa hidupnya mempunyai Tanah

Kebun / Pertanian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 58 /1980 dengan Surat

Ukur / Gambar Situasi tanggal4 Juni 1980 No. 1116/Tahun 1980, luas 89.500

m1, Atas Nama : Gustaf Semuel Nicolas Rotinsulu dan Sertifikat Hak Milik No.

59/ 1980, Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 4 Juni 1980No. 1117/Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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7. Bahwa pada tanggai 20 Nopember 2008 Penggugat datang ke Kantor Pertanahan

Kabupaten Minahasa Utara di Ainnadidi menemui Kepaia Kantor Pertanahan-

nya yang bemama ; Albert C. Katuuk, S.si. dengan maksud untuk mengecek

Aisip / Naskah Sertifikat atas nama ayah / opa / kakek Para Penggugat yaitu

SHM No. 58 Tahun 1980 dan SHM No. 59 Tahun 1980, maka disitulah

Penggugat dengan beherapa Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

1980 luas 59.600 a?, Atas Nama Gustaf Semuel Nicolas RWinsulu, yanglerietak

di Desa Maumbi Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa

(dahulu) dan setelah adanya Pemekaran Daerah, maka sekarang Tanah Kebun /

Pertanian tersebut masuk dalam Wilayah Desa Watutumou / Desa Kawangkoan

Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Proptnsi Sulawesi Utara

dengan batas-batas sebagai berikut  :

Utaia: dengan Jin. Manado-Kema atau yang sekarang lebih dikenal

dengan Jin. Manado-Bitung ;

Timur: dengan tanah dan Hendrikus Polii tanah dari Tastam Muller /

dengan KeL DtSi Fiedy Roiragpandcy dan sebagian Perumatiau

Watutumou Permai (PT. Sinar Pelita Sakti) dan sebagian masuk

wiiay ah Desa Kawangkoan ;

Selatan: dahulu dengan tanah dari Kowangko dan tanah Distrik Maumbi

sekarang  dengan  Tanah  Kebun  dari  Rotty  dan  H.R.

Dondokambey / dengan Perumahan Watutumou Permai (PT.

Sinar Pelita Sakti);

Bant: dahulu dengan tanah milik dari Dumpo dan Konda tanah

Otty, Ticoalu dan Dumanau ( sekarang Agus  Susanto, Toko

Medan dan Perumahan Taman Simponi Indah ) ;

5.Bahwa Sertifikat Hak Miiik No. 58 /1980 Surat Ukur tanggal 4 Juni 1980 No.

1116/ Tahun 1980 dan Sertifikat Hak Milik No. 59 / 1980 Surat Ukur tanggal 4

Jnni 1980 No. 1117/ Tahun 1980 (keduanya di Desa Maumbi) dan keduanya atas

nama:Gustaf Semite! Nicolas Rotinsulu masih Penggugat simpan di Jakarta ;

6.Bahwa pada saat Penggugat ( Gustaf Gerald Rotinsulu - Nomor Unit 3 diatas )

datang dari Jakarta untuk mengecek Lokasi Tanah Kebun / Pertanian pada buian

Nopember 2008, dimana Penggugat sangat terkejut karena ternyata diatas Tanah

Kebun / Pertanian tersebut orang-oreng sedang dalam mendirikan Bangunan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utara terkqut alas f ailangnya Arsip / Naskah SertiSkat Hak Milik yang dimaksud

hanya diiampirkan / disisipkan " Secarik Kertas " pada bundel Surat-surat yang

bertuliskan M. 58,59 dalam proses Pengadilan 20/ 6-03 ;

8.Bahwa pada saat hu Penggugal meminta penjelasan dari Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara atas hilangnya Araip Sertifikat Hak Milik

No. 58 dan 59 atas nama Gustaf Seniue! Nicolas Rotinsulu, namun Kepala

Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Minahasa Utara raenjelaskan tidak akan

memberikan Keterangan secara lisan akan tetapi Penggugat znenerima Surat

Keterangan secara tertulis, beidasarkan Pennohonan pengecekan SHM No. 58

dan SHM No. 59 / Maumbt oleh O. Gustaf Rotinsulu (Penggugat - Nomor Unit

3 diatas ) pada tanggal 24 Nopember 2008  yang tertulis  " Telah Terima

Permohonan Pengecekan Sertifikat Hak Milik No. 58 /1980 dan Sertifikat Hak

Milik No. 59/1980 atas nama GustafSemuel Nicolas Rotinsulu oleh saudara

G. Gerald Rotinsulu ;

9.Bahwa pada tanggal 1 Desember 2008 Kepala Knntor Kabupaten Minahasa Utara

( Tergugat) meneibitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 600-321

dan 600-322, dan Suiat raana disampaikan oleh Staf Kantor Pertanahan

Kabupaten Minahasa Utara kcpada Penggugat ( Gustaf Gerald Rotinsulu) yang

isinyamenerangkan :

I.Pennohonan Pengecekan Buku Tanah atas sebidang tanah Hak Milik No.

58 dan 59 Maumbi Kecamatan Ainnadidi Kabupaten Daerah Tingkat II

Minahasa atas nama: Gustaf Semuel Nicolas Rotinsulu, daftar pada :

D.I.301(PendaflaranHak)tidakdiketemukan/tidakada ;

D.1.302 (Surat Ukur) tidak diketemukan/ tidak ada ;

D.I.305(BuktiPenyetoran)tidakdiketemukan/tidakada ;

Dd.307(Pembukuan)tidakdiketemukan/tidakada ;

D.I. 308 (Warkah) tidak diketemukan/tidak ada ;

D,1.301A(PengambilanSertifikat)tidakdiketeniukan/tidakada ;

II.Hasii Penelitian Data Fisik lapangan tanah tersebut telah dikuasai dan

dimiliki oleh pihak lain ;

IIL   Surat Keterangan Pendaftaran ini bukan meiupakan tanda Bukti bak atas

tanah ;

10.Bahwa dengan adanya Fakta tersebut Penggugat sangat tcrkejut dan tidak dapat

menerimanya karena Tanah Kebun / Pertanian ayah / opa / kakek para Penggugat

dengan Sertifikat Hak Milik No. 58 Tahun 1980 / Maumbi, dan Sertifikat Hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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MUik No. 59 Tahun 1980 / Maumbi yang Surat Pendaftaran Hak, Sarat Ukur,

Bukti Penyetoren, Pembukuan Watkah, Pengambiian Sertifikat dim Peta Situasi

dinyatakan " tidak diketcmukan / tidak ada ( hilang ) " oleh Tergugat di Kantor

Pertanahan Ksbupaten Minahasa Utara sebagaimana dengan Surat Jawaban

Tergugat dengan Surat Ketetangan Pendaflaran Tanah Nomor : 600-321 dan

Nomor: 600-322 tertanggai 1 Desember 2008 ;

1!. Bahwa dalam Pcrsidangan Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha

Negara Manado pada tanggal 11 Maret 2009 sesuai Keterangan dari Tergugst

bahwa Sertifikat Hak Milik No. 709 / Watutumou / Tahun 2006, Surat Ukur

tanggal 04 Juli 2006 Nomor : 788 / Watutumou / 2006, dengan luas 58.665 m2,

atas nama : Johan Anioldus Mononutu dan Sertifikat Hak Milik No. 710 /

Watutumou / Tahun 2006, Surat Ukur tanggal 04 Juli 2006 Nomor : 787 /

Watutumou / 2006, dengan luas 84.906 m2, atas nama : Johan Amoldus

Mononutu, Propinsi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Utara Kecamatan

Kaiawat - Desa / Kelurahan Watutumou tersebut, telah beralih dan diterbitkan

Sertifikat lain (sebagai Pemecahan /  Pemisahan) yaitu :

11.1.   Hak MUik No. 722/Desa Watutumou

Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006

No. 807 / Watutumou / 2006

Luas: 7.500 m2 - (Pemisahan dan M. 709 / Watutumou )

Atas nama: Jimmy Tombokan.

112. Hak Milik No. 723 / Desa Watutumou

Suiat Ukur Tanggal 22 Januari 2007

No. 808 / Watutumou / 2007

Luas : 65.822 m1 • (Pemisahan dari M. 710 / Watutumou)

Atas nama: Hendriata M. Wullur

11.3.Hak Milik No. 729 / Desa Watutumou

Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007

No. 809 / Watutumou / 2007

Luas : 300 m2 - ( Perrusahan dari Sertifikat Hak Milik No. 710 /

Watutumou)

Atas nama '• Agus Susanto

11.4.Hak Milik No. 730/Desa Watutumou H

Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007

No. 810/ WatutumouO/2007
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Luas : 69.945 m1 - ( Penggabungan dari SHM. No. 709 dan SHM No.

710 / atas nama Johan Amoldus Mononutu)

Atas nama: Johan Amoldus Mononutu

11.5.HakMDikNo.03/Desa WatutumouE

Swat Ukw Tanggal 3 Agustus 2007

No. 02 / Watutwnou D / 2007

Luas : 60.000 m1 - ( Pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 723 /

Watuturaou)

Atas nama: Darianus Lungguk Sitorus

11.6.Hak Milik No. 04 / Desa Watutwnou D

Swat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007

No. 03 / Watutumou II / 2007

Luas : 1.974 m^ - ( Pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 723/

Watutumou)

Atas nama: Hendriata M. Wullur

11.7.Hak Milik No. 731/Desa Watutumou

Swat Ukw Tanggal 05 Pebruari 2007

No. 811 / Watutumou / 2007

Luas: 3.000 m1-(Pemecahan / Pemisahan / SHMNO. 730 )

Atas nama; Benny Budiman

11.8.Hak Milik No. 05 /Desa Watutumou E

Swat Ukw Tanggal 06 Agustos 2007

No. 04 / Watutumou H / 2007

Luas : 24.500 m1 - ( Pemisahan dari Hak Milik No. 730 sis* /

Watutumou - sekaiang Watutumou II) Atas nama: Midiarto Wijaya

11.9.Hak Milik No. 766 / Desa Watutwnou

Swat Ukur Tanggal 15 Nopember 2007

No. 839/Watutumou/2O07

Luas: 4.000 ml Atas nama: Vetta Waworuntu

12. Bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Serfifikal Hak Milik No. 709 dan

Sertifikat Hak Milik No. 710 Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa

Utara Kecamatan Kalawat -Desa / Kelurahan Watutwnou atas nama Johan

Amoldus Mononutu dan telah dialihkan dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik

masing-masing atas nama sebagaimana yang telah disebutkan pada point No.

11 tersebut diatas telah " tumpang trodih " dengan Swtifikat Hak Milik Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bahwa dlsamping Tergugat telah melakukan suatu tindakan yang bertentangan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah, dimana Tergugat juga telah melanggar y^tu :

a. Asas Kepastian Hukum :

Bahwa Peneibitan SHM yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas

melanggar kepatutan karena Tergugat menerbitkan Sertiflkat ganda diatas

SHM No. 58 / Tahun 1980 Maumbi, swat Ukur No. 1116 / Tahun 1980 dan

Sertifikat Hak Milik No. 59 / Tahun 1980 / Mawnbi, Swat Ukur No. 1117,

atas nama Gustaf Semuel Nicolas Rotinsulu yang sekarang raenjadi milik

para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan bersifet

sewenang-wenang yang mengakibatkan adanya ketidak pastian hukum pada

: 58 dan 59 / Watutuntou atas nama Gustaf Semuel Nicolas Rotinsulu ( ayah / opa

/ kakek para Penggugat)  ;

13. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbltkan Sertifikat Hak Milik yang

menjadi obyek seogketa diatas Sertifikat Hak Milik No. 58 dan 59 / Watutumou

Tahun 1980 kedua-duanya atas nama Gustaf Semuel Nicolas Rotinsulu - ayah /

opa / kakek para Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 32 ayat ( 1 ) dan

ayat (2 ) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

ayat I  :

" Sertifikat merupakan suatu tanda Bukti hak yang berlaku sebogai alat

pemBuktian yang kuat mengenai da^ fisik dan data yuridis tersebut sesuai

dengan data yang ada datam Swat Ukur dan Buku Tanah yang

bersangkutan"  ;

ayat 2  :

" Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah dftetbitkan Sertifikat secara Sah atas

nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh Tanah tersebut dengan

itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa

mompunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi memmtut peloksanaan hak

tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya itu tidak

mengajukan keberatan secara teriulis kepada Kantor Pertanahan yang

bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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b.Asas Keterbukaan :

Bahwa perbuatan Tergugat dalam memerbitkan SHM yang menjadi obyek

sengketa tersebut diatas dilakukan dengan tidak membuka diri mencari

informasi yang benar dan dilandasi dengan suatu kejujuran sehingga

perlindungan alas hak milik atas lanah para Penggugat seharusnya dijamin

dari segi Hukum oleh Tergugat ;

c.Asas Kecennaran :

Bahwa tindakan Tergugat ternyata tidak secara teliti atau tidak cermat dalam

menyikapi persoalan obyek lanah milik para Penggugat yang sekarang ini

sudah mempunyai Serlifikat Hak Milik No. 58 dan 59 yang beium peraah

dicabui ataupun dibatalkan, lemyata oleh Tergugat menerbitkan lagi

Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain pada bidang tanah yang sama ;

14.Bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat yang menjadi obyek

sengketa telah tnerugikan kepentingsn para Penggugat yang memiliki dan berhak

atas tanah tersebut sehingga para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan

Tata Usaha Negara ( Pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 yo. UU No. 9 Tahtm

2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara) ;

15.Bahwa peifeoatan Tergugat  yang menerbitkan SHM yang menjadi obyek

sengketa adalah merupakan pelanggaran hukum dan bertentangan dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu para Penggugat

memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini

dinyatakanbatal SHM yang menjadi obyek sengketa ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Penggugat memohon kepada Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan memutus

Perkara ini dengan amar sebagai berikut   :

1.Mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya ;

2.Menyatakan Batal atau Tidak Sah :

2.1.Hak Milik No. 722 / Desa Watutumou

Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006

No. 807 / Watutumou / 2006

Luas : 7.500 m2 Atas nama: Jimmy Tombokan.

2.2.Hak Milik No. 723 / Desa Watutumou

Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007

No. 808/Watutumou/2007

Disclaimer
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Luas: 65.822 m2 Alas nama: Hendriala M. WuUur

2.3.Hat M^ik No. 729 / Desa Watutumou

Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007

No. 809/Watutumou/20O7

Luas: 300 m2 Atas nama: Agus Susanto

2.4.Hak Milik No. 730 / Desa Watutnmou H

Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007

No. 810/ WatutumouII /2007

Luas : 69.945 in1 Atas nama: Johan Araoldus Mononutu

2.5.Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou II

Swat Ukur Tanggal 3 Agustus 2007

No. 02 / Watutumou H / 2007

Luas: 60.000 m2 Atas nama; Darianus Lungguk Sitonis

2.6.Hak Milik No. 04 / Desa Watutumou II

Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007

No. 03/Watutumou 11/2007

Luas: 1.974 m2 Atas nama; HendriataM. Wullur

2.7.Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou

Swat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2007

No. 811 / Watutumou / 2007

Luas: 3.000 m2 Atas nama: Benny Budinum

2.8.Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou II

Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007

No. 04 / Watutumou D / 2007

Luas : 24.500 m2 Atas nama: Midiarto Wijaya

2.9.Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou

Surat Ukw Tanggal 15 Nopember 2007

No. 839/Watutumou/2007

Luas : 4.000 m2 Atas nama: Vena Waworuntu

3.McwajibkanTergugatuntukmtmcabutSertifikat Hak Milik yang menjadi obyek

sengketatersebutdiatas ;

4.MenghukumTetgugatuntukmembayarbiayaPerkaraini ;

Menimbang, bahwa dalam proses petsidangan pihak Peuggugat  telah

mettgajukan pennohonaa Penundaan atas objek sengketa dan tetbadap permohonan
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t. Bahwa Tetgugat membantah dalil-dalll yang diajukan Penggugat keeuali

tahadap hal-hal yang dlakui secara tegas oleh tergugat.

2. Bahwa yang menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negata Manado

adalah diterbitkannya Buku Tanah yaitu:

Hak Milik Noraor 722, Surat  Ukut  Tanggal 14 Desember  2006 Notaot

807/Watutumou/2006, Luas 7500 ra2 Atas nama Jimmy Tombokan

Hak Milik No. 723/Desa Watutumou, Surat Ukur Tai^al 22 Januari 2007,

No.g08AVatirtmou/2007, Luas 65.822 m2 Atas nama Hendriata M. Wulhn

Hak Milik No. 729/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007

No.809 / Watutumou / 2007, Luas 300 m2, Atas nama Agus Susanto

Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou D, Surat Ukur Tan^al 31 Januari 2007

No. 810 / Watutumou B / 2007, Luas 69.945 m2, Atas nama Johan Amoldus

Mononutu

Hak Milik No. 03 / Desa Watutumon Q, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007,

No. 02 / Watutumou H / 2007, Luas 60.000 ra2, Atas nama Darianus

Lungguk Sitorus

Hak Milik No. 04 / Dcsa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007

No. 03 / Watutumou U / 2007, Luas 1.974 m2, Atas nama Hendriata M.

Wullut

Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2007 No.

811/ Watutumou / 2007, Luas 3.000 m2 Atas nama Benny Budiman

Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou O, Surat Ukm Tanggal 06 Agustus 2007

No. 04 / Watutumou B / 2007, Luas 24.500 m2, Atas nama Midiarto W^aya

Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 15 Nopember 2007

No. 839 / Watutumou /2007, Luas 4.000 m2, Atas nama Vena Wawenwtu

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat telah

menaaggapinya melalui surat j&wabannya tertanggal 20 April 2009, yaitu sebagai

berikut:

teraebut telah dikeluarkan pene^>an penundaan terianggal 25 Maret 2009 yang pada

pokoknys amatnya metietapkan menunda p^*V^pn*an ob^ek sengkcta ^
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Adalah tidak sesuai dengan yang dipetfcarakan oleh Pemggugat yaitu Sutat

Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 600-321 tanggal 01 Desember 2008 dan

Swat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 600-322 tanggal 01 Desember

2008.

3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap:

Hak Milik Nomor  722, Surat  Ukur Tanggal 14 Desember  2006 Nomor

S07/Watuturaou/2006, Luas 7300 m2 Alas nama Jimmy Tombokan

Hak Milik No. 723/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007,

No.808/WatutumoW2007, Luas 65.822 m2 Atas nama Hendriata M. Wullur

Hak Milik No. 729/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007

No.809 / Watutumou / 2007, Luas 300 m2, Atas nama Agus Susanto

Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007

No. 810 / Watutumou Q / 2007, Luas 69.945 m2, Atas nama Johan Arooldus

Mononutu

Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007,

No. 02 / Watutumou II / 2007, Luas 60.000 m2, Atas nama Darianus

LunggukSitorus

Hak Milik No. 04 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007

No. 03 / Watutumou H / 2007, Luas 1.974 m2, Atas nama Hendriata M.

Wullur

Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2007 No.

811 / Watutumou / 2007, Luas 3.000 m2 Atas nama Benny Budiman

Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007

No. 04 / Watutumou II /  2007, Lues 24.500 m2, Atas nama Midiarto Wijaya

Hak Milik No. 7661 Desa Watutumou, Swat Ukw Tanggal 15 Nopember 2007

No. 839 / Watutumou /2007, Luas 4.000 m2, Atas nama Vena Waworuntu

adalah tidak berdasar, karena penggugat mengajukan gugatan atas dasar

dikeluarkannya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 600-321 dan 600-

322 yang isinya menerangkan Serlipikat Hak Milik Nomor 58 dan 59 Maumbi

Kecamatan Ainnadidi Kabupalen Daerah Tingkat U Minahasa atas nama: Gustaf

Semuel Nicolas Rotinsulu, yang diajukan untuk meminta pengecekan, tidak

tercatat pada daftar-daftar pendaftaran tanah, sehingga tidak memenuhi kriteria

yang dipersangkakan penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah

tidak layak untuk disidangkau di Majelis Tata Usaha Negara sehingga sudah
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selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidak-tidaknya dinyalakan tidak dapal

diterima.

4.Bahwa gugatan Penggugat terbadap obyek yang dipeikarakan tidak ada

keterkaitannya, karena penggugat mendalilkan diri sebagai ahli wans dan Aim.

Gustaf Seniuel Nicolas Rotinsulu yang sentasa hidupnya mempunyai tanah

dengan alat Bukti berupa sertipikat hak Milik Nomor 58/1^80 Maumbi dan

Sertipikat Hak Milik Nomor 59/1980 Maumbi tidak tercatat pada daftar-daftar

pendaftaran tanah, bahkan jika diteliti alat Bukti bak yang diajukan dijumpai

bcberapa kejanggalan seperti:

a.Penulisan nama Pemegang Hak pada Sertipikat Hak Milik Nomor 58

Maumbi tertulis alas nama Gustaf Semuel Areolas Rotinsulu tidak sama

dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 59 Maumbi dimana tertulis alas nama

Gustaf Semuel Nicolas Rotinsulu;

b.Demikian juga tanggal penerbitan sertipikat,   diteibitkan pada tanggal 03

September 1979 sedangkan pencatatan Gambar Sttuasi pada tanggal 04 Juni

1980 sehtogga tidak memenuhi azas prosedural pendaftaran tanah.

c.Daii kedua hal tersebut baik penulisan nama maupun prosedur pendaftaran

tanah, maka kedna sertipikat yang diajukan nntuk pengecekan tersebut bukan

banya tidak tercatat pada daftar-daftar pendaftaran tanah akan tetapi sertipikat

Hak Milik Nomor 58 Maumbi atas nama Gustaf Semuel Areolas Rotinsulu

dan sertipikat Hak Milik Nomor 59 Maumbi atas nama Gustaf Semuel

Nicolas  Rotinsulu tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga sudah

selayaknya ditetapkan bahwa sertipikat tersebut disemhkan pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara untuk diberi catatan bahwa sertipikat

tersebut bukan produk Kantor Pertanahan.

5.Bahwa gugatan penggugat kabur atau tidak jelas, karena alasan penggugal

memiliki 2 (dua) bidang tanah dengan alat Bukti sertipikat hak Milik tidak jelas,

sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau dinyatakan tidak dapat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat motion kepada Majelis Hakim

yang terhoroat, untuk mengabulkan dengan meneritna Eksepsi Tergugat dan

monyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat

diterima.
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1.Bahwa tergugat tetap menolak seluruh dalil - dalii yang diajukan oleh

kecuali terhadap hal - ha] yang dkkui secara legas oleh Tergugat

2.Bahwa Tergugat motion agai segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi

juga masuk dalam bagian pokok perkara ink

3.Bahwa gugatan Penggugat teihadap serlipikat:

3.1 Hak Milik Nomor 722, Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006 Nomor

807/Watutumou/2006, Luas 7500 m2 Alas nama Jimmy Tombokan

22Hak Milik No. 723/Desa Watuturaou, Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007,

No.808/Watutumou/2007, Luas 65.822 m2 Atas nama Hendriata M. Wullur

3.3Hak Milik No. 729/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007

No.809 / Watutumou / 2007, Luas 300 ra2, Atas nama Agus Susanto

3.4Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 31 Januari

2007 No. 810 / Watutumou II / 2007, Luas 69.945 m2, Atas nama Johan

Arnoldus Mononutu

3.5Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou 11, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus

2007, No. 02 / Watutumou II / 2007, Luas 60.000 m2, Atas nama Darianus

Lungguk Sitorus

3.6Hak Milik No. 041 Desa Watutumou H, Surat Ukur Tanggal 03 Aguslus 2007

No. 03 / Watutumou II / 2007, Luas 1.974 m2, Atas name Hendriata M.

Wuilur

3.7Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 05 Pebraari 2007

No. 811 / Watutumou / 2007, Luas 3.000 m2 Atas nama Benny Budiman

3.8Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou H, Surat Ukur Tanggal 06 Agustus

2007 No. 04 / Watutumou II / 2007, Luas 24.500 m2, Atas nama Midiarto

Wijaya

23Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 15 Nopember

2007 No. 839 / Watutumou /2007, Luas 4.000 m2, Atas nama Verra

Wawomntu adalah tidak betdasar karena serdpikat:

Hak Milik Nomor 722, Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006 Nomor

807/Watutumou/2006, Luas 7500 m2 Atas nama Jimmy Tombokan diperoleh

melalui proses peralihan hak berdasarkan Akta Juai - Beli tanggal 01

Desember 2006 No. 639/KaIawat/2OO6 ol^] PPAT Ivone Yuliet Pesik, SH.
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Hak Milik No. 723/Desa Watutumou, Swat Ukw Tanggal 22 Januari 2007,

No.808/Watutumou/2007, Luas 65.822 ra2 Atas nama Hendriata M. Wullur

diperoleh melalui proses peralihan hak berdasarkan Akta Jual - Beli tanggal

23 Oktober 2006 No. 207/JB/KWT/X-20Q6 oleh PPAT Sementara

Kecamatan Kalawat Handty V. Rotinsulu, SE.

Hak Milik No. 729^^)esa Watutumou, Swat Ukur Tanggal 31 Januari 2007

No.809 / Watutumou / 2007, Luas 300 m2. Alas nama Agus Susanto

diperoleh melalui proses petalihan hak betdasarkan akta jual - belt tanggal 04

Pebruari 2009 No. 08/JB/Kwt/II-2Q09 oleh PPAT Sementara Kecaraatan

Kalawat Amoldus Daud Woiajan. SSTP

Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 31 Januari

2007 No. 810 / Watutumou U / 2007, Luas 69.945 m2, Atas nama Johan

Amoldus Mononutu diperoleh melalui proses penggabungan hak Milik No.

709 Watutumou dan Hak Milik No. 710 Watutumou atas nama Jobn

Amoldus Mononutu

Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus

2007, No. 02 / Watutumou D / 2007, Luas 60.000 m2, Atas nama Darianus

Lungguk Sttorus diperoleh melalui proses peralihan hak betdasarkan akta

Jual - beli No. 785.1/2007 Tanggal 21 September 2007 yang dibuat

dihadapan Grace S. J. Sarendatu, SH PPAT Wilayah Kabupaten Minahasa

Utara.

Hak Milik No. 04 / Desa Watutumou IL Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007

No. 03 / Watutumou II / 2007, Luas 1.974 m2, Atas nama Hendriata M.

Wullur diterbitkan berdasatkan presses pemkahan atas name diri sendiri.

Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2007

No. 811 / Watutumou / 2007, Luas 3.000 m2 Atas nama Benny Budiman

diperoleh melalui proses peralihan hak berdasarkan akta jual - beli No.

33/Kalawat/2007 Tanggal 23 Pebruari 2007 yang dibuat dihadapan Grace S.

J. Sarendatu, SH PPAT Wilayah Kabupaten Minahasa Utara.

Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou II, Swat Ukw Tanggal 06 Agustus 2007

No. 04 / Watuturaou D / 2007, Luas 24.500 m2, Atas nama Midiarto Wijaya

diperoleh melalui proses pemlihan hak berdasarkan akta jual - beli No.
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449/Kalawat/2007 Tanggal 11 Mi 2007 yang dibs

Sarendatu, SH PPAT Wilayah Kabupaten Minahasa Utara.

Hak Mllik No. 766 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal IS Nopember

2007 No. 839 / Watutumou /2O07, Luas 4.000 m2, Alas nama Vetra

Waworuntu dipetoleh melalui proses peralihan hak berdasarkan akta jual ^

beU No. 108/JB/KWT/DC-2007 Tanggal 20 September 2007, yang dibuat

dihadapan Amolus Daud Wolajan, SSTP PPAT Sementaia Kecamatan

Kalawat

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pads

angka 13 (tiga belas) yang antara lain menyatakan Teigugat telah mengabaikan

dan merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat, sehingga sangatlah

beralasan hukum bahwa sertipikat -sertipikat:

-Hak Milik Nomor 722, Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006 Nomor

807/Watutumou/2006, Luas 7500 m2 Atas nama Jimmy Tomboknn

-Hak Milik No. 723/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007,

No.808/WatutumoW2007, Luas 65.822 m2 Atas nama HndriataM. Wullur

-Hak Milik No. 729/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007

No.809 / Watutumou / 2007, Luas 300 m2, AtasnNama Agus Susanto

• Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou II, S^at Ukur Tanggal 31 Januari

2007 No. 810 / Watutumou D / 2007, Luas 69.945 m2, Atas nama Johan

Amoldus Mononutu

-Hal Milik No. 03 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus

2007, No. 02 / Witutumou II / 2007, Luas 60.000 m2. Atas nama Darianus

Lungguk Sitorus

-Hak Milik No. 04 / Desa Watutumou Q, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007

No. 03 / Watutumou II / 2007, Luas 1.974 m2, Atas nama Hendriata M.

Wullur

-Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2007

No. 811 / Watutumou/ 2007, Luas 3.000 m2 Atas nama Benny Budiman

-Hak Milik No. 05 /Desa Watuturaou n, Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007

No. 04 / Watutumou II /  2007, Luas 24.500 m2, Atas nama Midtarto Wijaya

-Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 15 Nopember

2007 No. 839 / Watutumou /2007, Luas 4.000 m2, Atas nama Vetra

Wawotuntu dinyatakan tidak sah
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Adspun riwayat tanahnya adalah sebagai berikuL bahwa pada awalnya adalah

milik dan Johan Amoldus Mononutu, berdasaikan salinan putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor. 855.K/PDT/20O5 Tanggal 08 Matet 2006.

kemudian tanah milik Johan Amoldus Mononutu ini dimohonkan baknya dan

diproses melalui proses Pengakuan Hak, dari proses pengakuan hak ini diakut

dan dilerbitkan sertipikal baknya yaitu Sertipikat Hak Milik No. 709 Desa

Watutumou, Surat Ukur Tanggal 04 Juli 2006 No. 78S/Watuturaou/2006 seluas

58.665 m2, Sertipikat Hak Milik No. 710 Watutumou Desa Watutumou, Surat

Ukur Tanggai 04 Juli 2006 No. 787/Watutumou/2006 seluas 84906 m2. dan

kedua bidang tanah ini kemudian beralih ke:

Tergugat tidak pemah mengabaikan dan merugikan penggugat karena ŝ rtipikat:

-    Hat Milik Nomor 722, Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006 Nomor

807/Watuturaou/2006, Luas 7500 m2 Alas nama Jimmy Tombokan

-Hak Milik No. 723/Deaa Watutumcm, Sum Ukur Tanggal 22 Januari 2007,

No.808/Watutumou/2007, Luas 65.822 m2 Ataa nama Hendriata M. Wullur

-Hak Milik No. 729/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007

No.809 / Watutumou / 2007, Luas 300 m2, Alas nama Agus Susanto

-Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou 0, Surat Ukur Tanggat 31 Januari

2007 No. 810 / Watutumou Ii / 2007, Luas 69.945 m2, Atas nama Johan

Amoldus Mononutu

-Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus

2007, No. 02 / Watutumou II / 2007, Luas 60.000 m2, Atas nama Darianus

Lungguk Sitorus

-Hak Milik No. 04/ Dona Watutumou II, Swat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007

No. 03 / Watutumou H / 2007, Luas 1.974 ra2, Atas nama Hendriata M.

Wulhir

-Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2007

No. 811 / Watutumou / 2007, Luas 3.000 m2 Atas nama Benny Budiman

-Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007

No. 04 / Watutumou II /  2007, Luas 24.500 m2, Atas nama Midiarto Wijaya

-Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou, Swat Ukur Tanggal 15 Nopember

2007 No. 839 / Watutumou /2007, Luas 4.000 m2, Atas nama Verra

u yang dherbitkan tergugat tidak ada hubungan hukum dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
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-Hak Milik Nomor 722, Swat Ukur Tanggal 14 Desember 2006 Nomor

807/Watutumou/2006, Luas 7500 m2 Atas nama Jimmy Tombokan

-Hak Milik No. 723/Dess Watutumou, Swat Ukw Tanggal 22 Januari 2007,

No.808/Watutumou/2007, Luas 65.822 m2 Atas nama Hendriata M. Wullw

-Hak Milik No. 729/Desa Watutumou, Swat Ukut Tanggal ^1 Januari 2007

No.809 / Watutumou / 2007, Luas 300 m2, Atas nama Agus Susanto

-Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou 0, Swat Ukur Tanggal 31 Januari

2007 No. 810 / Watutumou II / 2007, Luas 69.945 ra2, Atas nama Joban

Ainoldus Mononutu

-Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou H, Suta! Ukw Tanggal 03 Agustus

2007, No. 02 / Watutumou U I 2007, Luas 60.000 m2, Atas nama Darianus

Lungguk Sitorus

-Hak Milik No. 04 /Desa Watutumou II, Surat Ukw Tanggal 03 Agustus 2007

No. 03 / Watutumou II / 2007, Luas 1.974 m2, Atas nama Hendriata M.

Wullw

-Hak Milik No. 731/ Desa Watutumou, Swat Ukw Tanggal 05 Pebruari 2007

No. 811 / Watutumou / 2007, Luas 3.000 m2 Atas nama Benny Budiman

-Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou Q, Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007

No. 04 / Watutumou n / 2007, Luas 24.500 m2, Atas naraa Midiarto Wijaya

-Hak Milik No. 766 /Desa Watutumou, Surat Ukw Tanggal 15 Nopember

2007 No. 839 / Watutumou /2007, Luas 4.000 m2, Atas nama Verra

Waworuntu;

. Bafawa Tergugat juga menolak dengan legas dalil-dalil Penggugat dalam

gugatannya angka 14 dan 15 yang pada intinya menyatakan bahwa petbuatan

tergugat yang menerbitkan sertipikat:

-Hak Milik Nomor 722, Swat Ukw Tanggal 14 Desembw 2006 Nomor

807/Watutwnou/2006, Luas 7500 m2 Atas nama Jimmy Tombokan

-Hak Milik No. 723/Desa Watutumou, Surat Ukw Tanggal 22 Januari 2007,

No.808/Watutumou/2007, Luas 65.822 m2 Atas nama Hendriata M. Wullw

-Hak Milik No. 729/Desa Watutumou, Surat Ukw Tanggal 31 Januari 2007

No.809 / Watutumou / 2007, Luas 300 m2, Atas nama Agus Susanto

-Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou II, Swat Ukw Tanggal 31 Januari

2007 No. 810 / Watutumou II / 2007, Luas 69.945 m2, Atas nama Joban

Amoldus Mononutu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 04 / Desa Watutumou H, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007

No. 03 / Watutumou H / 2007, Luas 1.974 m2, Atas nama Hcndriata M.

Wullur

-Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus

2007, No. 02 / Watutumou D / 2007, Luaa 50.000 n>2, Atas nama Darianus

Lungguk Silorus

• Hak Milik No. 04 /Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007

No. 03 / Watutumou II / 2007, Luas 1,974 m2, Atas nama Hendtiata M.

Wullur

-Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 05 Pebruati 2007

No. 811 / Watutumou / 2007, Luas 3.000 m2 Atas nama Benny Budiman

-Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007

No. 04 / Watuturaou II /  2007, Luas 24.500 m2, Atas nama Midiatto Wijaya

-Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 15 Nopember

2007 No. 839 / Watutumou /20O7, Luas 4.000 m2, Atas nama Verra

adalah tanpa sepengetahuan para Penggugat dan kepentingan Petiggugat sama

sekali tidak diperhatikan oleh Tergugat, sebingga jelas petbuatan Teigugat

merupakan petbuatan sewenang-wenang bertentangan dengan azas-azas umum

Pemerintahan yang baik, oleh karenanya perbuatan Tergugat menerbitkan

sertipikat:

-Hak Milik Nomor 722, Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006 Nomor

807/Watutumou/2006, Luas 7500 m2 Atas nama Jimmy Tombokan

-Hak Milik No. 723/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007,

No.808/Watutumou/2007, Luas 65.822 m2 Atas nama HendriataM. Wullut

-Hak Milik No. 729/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007

No.809 / Watutumou / 2007, Luas 300 m2, Atas nama Agus Susanto

-Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou H, Surat Ukur Tanggal 31 Januari

2007 No. 810 / Watutumou E / 2007, Luas 69.945 m2, Atas nama Johan

Arnoldus Mononutu

-Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus

2007, No. 02 / Watutumou II / 2007, Luas 60.000 ra2, Alas nama Darianus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
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-Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal OS Pebruari 2007

No. 811 / Watirtnmou / 2007, Loas 3.000 m2 Atas nama Bramy Bndiman

• Hnk Milik No. 05 / Desa Watutumou E, Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007

No. 04 / Watutumou U / 2007, Luas 24.500 m2, Atas nama Midiarto Wijaya

-Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 15 Nopember

2007 No. S39 / Watutumou /2007, Luas 4.000 m2, Atas nama Verm

Waworuntu;

adalah merupakan pelanggaian hukum dan bertentangan dengas undang-undang

maupun peraturan yang berlaku.

Dtdil Penggugat tersebut sangatlah keliru, karena penerbitan sertipikat:

a.Hak Milik Nomor 722, Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006 Noraor

807/Watutumou/2006, Luas 7500 m2 Atas nama Jimmy Tombokan

b.Hak Milik No. 723/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007,

No.808/Watutumou/2007, Luas 65.822 m2 Atas nama Hendriata M. Wullur

c.Hak Milik No. 729/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007

No.809 / Watutumou / 2007, Luas 300 m2, Atas nama Agus Susanto

d.Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou H, Surat Ukur Tanggal 31 Januari

2007 No. 810 / Watutumou II / 2007, Luas 69.945 m2, Atas nama Johan

Amoldus Mononutu

e.Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou H, Surat Ukur Tanggal 03 ^ustus

2007, No. 02 / Watutumou Q / 2007, Luas 60.000 m2, Atas nama Darianus

Lungguk Shows

f.Hak Milik No. 04 / Desa Watutumou H, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007

No. 03 / Watutumou II / 2007, Luas 1.974 m2, Atas nama Hendriata M.

Wullur

g.Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2007

No. 811 / Watuturaou / 2007, Luas 3.000 m2 Atas nama Benny Budiman

h. Hak Milik No. 05/Desa Watutumou n, Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007

No. 04 / Watutumou II / 2007, Luas 24.500 m2, Atas nama Midiarto Wijaya

L Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 15 Nopember

2007 No. 839 / Watutumou /2007, Luas 4.000 m2, Atas nama Vena

Waworuntu;

diterbitkan berdasaikau permohonan yang tidak ada bibungan hukum dengan

Penggugat, karena sertipikat tersebut dimobon melalui proses penggabungan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim

yang terboimat agar betkenan memutus perkara ini dengan raenyatakan sebagai

berikut:

DALAMEKSEPSI:

-Menerima Eksepsi Tergugat, dan

-Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

-Menolak Gugatan Penggugat untuk sehmthnya

-Menyatakan Sab dan berharga Sertipikat:

a.Hak Milik Nomot 722, Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006 Nomor

807/Watutumou/2006, Luas 7500 m2 Atas nama Jinuny Tombokan

b.Hak Miiik No. 723/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007,

No.808/Watutumou/2007, Luas 65.822 m2 Atas nama Hendriata M. Wullur

c.Hak Milik No. 729/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007

No.809 / Watutumou / 2007, Luas 300 m2, Atas nama Agus Susanto

d.Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou H, Surat Ukur Tanggal 31 Januari

2007 No. 810 / Wamtumou O / 2007, Luas 69.945 m2, Atas nama Johan

Amoldus Mononutu

e.Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou D, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus

2007, No. 02 / Watutumou fl / 2007, Luas 60.000 m2, Atas nama Darianus

Lungguk Sitorus

f.Hak Milik No. 04 /Desa Watutumou D, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007

No. 03 / Watutumou U I 2007, Luas 1.974 m2, Atas nama Hendriata M.

Wullur

g.HakMilikNo.731 /DesaWatutumou,SuratX^^mrTan^^^al05Pebruwi2007

No. 811 / Watutumou/ 2007, Luas 3.000 m2 Atas nama Benny Budiman

pemisahan dan peralihan hak yang didasatkan pada alat Bukti berupa akta Jual -

Beli yang dibuat dihadapan WAT dan diproses memmil ketentuan peraturan

penmdangan Pertanahan yang berlaku. Sedangkan alat Bukti surat yang dimililri

penggugat sesuai dalil yang menjadi alasan dan dasar Gugatan, tidak ada

hubungan untuk perlu sepengetahuan Penggugat  katena tidak merugikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
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h. HakMOik No. 05/DesaWatutumouII, Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007

No. 04 / Watutamou II /  2007, Luas 24.500 tn2, Alas naraa Midiarto Wijaya

j. Hal Milik No. 766 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 15 Nopember

2007 No. 839 / Watutumou /2007, Luas 4.000 m2, Atas oama Verm

Waworuntu;

- Menghukutn Penggugst untuk membayarBiaya perkara.

Menimbang, bahwa para pemegang objek sengketa yaitu:

l.HendriataMWuhir

2.Agus Susanto

3.John Anioldus Mononuhi;

4.Darianus L Sitorus;

5.Benny Budiman;

6.Midiarto Wijaya;

7.Verra Wawotuntu;

telah mengajulan permobonan untul menjadi pihak intervensi dalam perkara in casu,

dan terhadap permohonan tersebut melalui putusan sela yang telah dibacakan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 11 Mei 2009 telah mengabulkan

permohonan pemobon intervensi yang amamya antara lain menetaplan pemohon

Intervensi:

1 .Hendriarta M Wulur sebagai pihak Tergugat U Intervensi I

2.Agus Susanto sebagai pihak Tergugat II Intervensi II

3.John Amoldus Mononutu sebagai pihak Tergngat O Intervensi HI;

4.Darianus L Sitorus sebagai pihak Tergugat II InterveosilV;

5.Benny Budiman sebagai pihak Tergugat D Intervensi V;

6.Midiarto Wijaya sebagai pihak Tergugat II Intervensi VI;

7.Verra Waworuntu sebagai pihak Tergugat II Intervensi YD;

Menimbang.bahwa pemegang objek sengketa sertipikat hak milik No. 722

Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006 Nomor 807/WatutumoW2006, Luas 7500 m2

Atas nama Jimmy Tombokan dalam perkara ini telah dipanggil secara patut menurut

hukum acara, nairam Jimmy tombokan ttdak pemah memenuhi panggilatt alaupun

mengjrim kuasa hukumnyu maupun utusannya, sehingga Majelis menganggap bahwa

pihak Jimmy Tombokan tidak menggunaksn haknya untuk mempertahankan hak-

haknya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
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Huruf e : Keputusan Tata Usaba Negara yang dikeluarkan atas dasar basil

pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku;

Daiam Pe^elasanya tertulis : (2) " Keputusan serupa angka 1, tetapi

didasarkan   atas    amar    putusan

pengadilan   Perdata   yang   telah

memperoleh kekuatan hokum tet^T.

Bahwa Seitifikat Hak Milik, yakni:

1.Sertifikat H^ Milik Nomor: 723/Watutumou

Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007 No. 808AVatuturoou^007

Luas: 65.822 MJ atas nama Hendriato M. Wullur

DiteAitkau melaiui proses peralihan hak berdasaikan jual beli antara

Tergugat II Intervensi I dengan Tergugat Q Intervensi HI, sesuai Akta

Jual Beii Nomor: 207/JB/KWT/X-2006 tanggal 23 Oktober 2006 yang

dibuat oleh PPAT sementara Kecamatan Kalawat Handry V. Kotinsulu,

S.E.

2.Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Desa Wahflumou E

Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007 No. 03/Watutumou 11/2007

Menimbang, bahwa pihak Tergugat H Intervensi I telah mengiqukan suiat

jswabaimya tertanggal  IS Mei 2009 rattuk membantah dalil - dalil gugatan

Penggugat yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1.Bahwa pada prinsipnya Tergugat D Intervensi I menolak seluruh dalil-dalil

gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secant tegas dan nyata.

2.Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Tennasuk Dalam Pengeitian Tata

UsahaNegara

- Bahwa gugatan Penggugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata

Usaha Negara menmut Undaog-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang

Petubahan alas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 19S6 Tentang Petadilan

Tata Usaha Negara Pasal2 hurufe, yangmenyattkan:

Pasal2 : Tidak tennasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha

tgini:
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Luas : 1.974 M2 alas nama Hendriata M. Wullur (sekarang pemegang

hak alas SHM No. 4/Watutumou, bukan lagi dari Hendriata Wullur).

Diterbitkan berdasatkan pemisahan dari Sertifikal Hak Milik Noraor :

723/ Watutumou, atas nama Hendriata Wullur.

Penetbitan kedua sertifikat tersebut diatas telah dilakukan sesuai prosedur

dan tnekanisme yang berlaku oleh katenanya keputusan ini adaiah

merupakan keputusan yang bersjfat konkrit, individual dan final.

Adapun rangkaian penerbitan sertifikat sebagai berikut : Bahwa

Sertifikat Hak Milik Nomor : 04/Desa Watutumou H mcrupakan

pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/Watutumou

sedangkan Sertifikat Hak Milik Noroor : 723/Watutumou

pemisahannyadari :

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 710/Desa Watutumou ; Surat Ukur

tanggal 4 Juli 2006 No. 787/Watutumou/2006 ; luas 84.906 M* atas

nama Johan Arnoldus Mononutu in casu Tergugat 11 Intervensi DI.

Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 710/Watutumou atas

nama Tergugat II Intervensi HI, oleh Tergugat I didasarkan pada amar

putusan pengadilan petdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

yakni Putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 855 K/PDT/2005 tanggal 8

Maret 2006, yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan

Penggugat tidak termasuk daiam pengerfian Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa seperti yang terkutip dalam dalil posita gugatan Penggagat pada hal.

2 (dua) adaiah "adapun yang menjadi "Objek Gugatan" dalam sengketa ini

adaiah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan o!eh Kepata

Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara dengan meneibitkan Buku

Tanah yaitu seperti yang tersebut dalam gugatan a quo.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Noraor : 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah Bab I Pasal 1 angka 19 menyebutkan Buku

Tanah adaiah: Dokumen daiam bentuk dafiai yang memuat data yuridis dan

^^ f ltfl fiaik suatu obyek pendafiatatt tanah yang sudah ada haknya, sehingga

"Buku Tanah" bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara oleh

karenanya gugatan a quo patut ditolak dan dikesampingkan.

Eksep^ Teotang Pihak Yang Kepentmgumya Tidak Dirugikan
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-Bahwa Penggugat tidak dapat   dikategorikan sebagai  pihak yang

kepentingannya dirugikan akibat dhobitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor

: 723/Watutumou dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Desa Watutumou II

oleh Tergugat I, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1)

UU Nomor 9 Tahun 2O04 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang

Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena sesuai

dengan amar Putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 855 K/PDT/2005

tanggal 8 Maret   2006, yang telah beikekuatan tuikum telap, disebutkan

pada salah satu amarnya di angka (6), berbunyi:

" Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa sudah bufcan

merupakan harta peninggalan dari almarhum Essau Rotinsulu lagi dan

oleh karena itu ahli waris dari Essau Rotinsulu termasuk para Tergugat

yang telah menyatakan diri sebagai ahli waris dari Essau Rotinsulu

sudah tidak berhak lagi atas tanah objek sengketa ".

-Bahwa gugatan Penggugat ditgukan atas dasar diterbitkan Surat Keterangan

dari Tergugat I Nomor : 600-321 tanggal 1 Desember 2008 perihal Surat

Keterangan  Pendaftaran  Tanah  terhadap  Sertifikat   Hak Milik No.

58/Maumbi Kecamatan Airmadidi Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa

atas nama Gustaf Semuel Arcolas Rotinsulu dan Surat Keterangan dari

Tergugat I Nomor : 600-322 tanggal 1 Desember 2008 perihal Surat

Keterangan Pendaftaran Tanah terhadap  Sertifikat Hak Milik Nomor :

59/Maumbi Kecamatan Airmadidi Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa

atas nama Gustaf Semuel Nicolas Rotinsulu. Bahwa dalil gugatan tersebut

tidak memenuhi syarat yang dipersangkakan Penggugat karena berdasarkan

catatan  kedua  sertipikat  tereebut  tidak tercatat  pada daftar-   daftar

pendaftaran tanah yang ada pada Tergugat I;

Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalUkan mempunyai tanah

kebun/ pertanian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/1980 dan

Sertifikat Hak Milik Nomor : 59/1980 kedua sertifikat tereebut atas nama

Gustaf Semuel Nicolas Rotinsulu, dan jika diteliti dalil Penggugat tersebut

terdapat kejanggalan dengan alat Bukti hak yang sebenarnya, dimana

terdapat perbedaan pada tahun penerbitan sertifikat dan pencatatan nama

pemegang hak milik, yakni dalam sertifikat tercatat seitifikat No. 58/1980
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atas nama Gustaf Semuel Arcolas Rotinsuiu dan sertifikat No. ^9/1979

Gostaf Semuel Nicolas Rotinsuhi, hal raana perbedaan tersebut mcnipakan

fakta hukum bahwa dalil gugalan Penggugat kabur dan tidak jelas,

selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/1980 dan Sertifikat Hak Milik

Nomor : 59/1980 keduanya atas nama Gustaf Semuel Nicolas Rotinsuiu

tidak todaftar pada Pendaftaran Tanah Kantor Pedauahan Kabupaten

Minabasa utara/Tergugat I, dengan demikian gugatan Penggugat tethadap

Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/Watutumou dan Seitifikat Hak Milik

Nomor : 04/Desa Watutumou II yang disengketakan tidak ada

keterkaitannya dengan Peatggugat.

Berdasarkan pada uraian eksepsi tersebut diatas, maka kiranya Majelis Haldm

yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan menolak gugatan Penggugat

atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

tt   DALAM POKOK PERKARA

1.Bahwa pada prinsipnya Tergugat Q Intervensi I, menolak seluruh dalil-

dalil gugatan Penggugat kecuali teihadap hal-hal yang diakut secara tegas

2.Bahwa segala dalil yang telah diuraikan dalam begian Eksepsi tersebut

diatas sepanjang mempunyai relevansi juridis hcndaknya tennuat kembali

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban gugatan pada pokok

perkara ini.

3.Bahwa kopentingan Tergugat 11 Intervensi IV untuk masuk sebagai pihak

dalam sengketa ini dan mempertahankan keabsahan dari:

1.Sertiiikat Hak Milik Nomor : 723/Watutumou tanggal 24 Januari

2O07, S^at Ukur No. 808/Watutumou/2007 tan^al 22 Januari 2007,
Luas 65.822 M2 atas nama Tergugat U Intervensi I; dan

2.Sertifikat  Hak Milik Nomor  :  04/Watutumou II, Surat  Ukur

N.03/Watutumou I^007 Tai^gal 3 Agustus 2007, Luas 1.974 Ms

atas nama Tergugat n Intervensi 1 (SHM No. 04/Watutumuo

pemegang hak bukan lagt Tergugat Q Intervensi I).

4.Bahwa  alasan  diterbitkannya  Seitifikat   Hak Milik Nomor   :

723/Watutumou dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04/Desa Watutumou O

antara lain kaiena adanya jual beli yang sah antara Tergugat II Intervecsi
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Ill selaku Penjual dengan Tergugat n Intervensi I selaku Pembeli, sesuai

Akta Jual Bell Nomor : 207/JB/ KWT/X-2006 tanggal 23 Oktober 2006

yang dibuat oleh PPAT Sementara Keoamatan Kalawat Handry V.

Rotinsulu, S.E, kemudian Sertifikat Hak Milik dengan Nomor:

723/Watutumou merupakan pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor :

710/Watutumou atas nama Tergugat D Intervensi III yang diperoleh

berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan perdata yang telah

mempunyai kekutan hukum tetap (in kracht van Gewijsde), yaitu

sebagimana yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI Reg No.

855 K/PDT/2005 tanggal 8 Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi

Manado No. 49/PDT/2004/PT.MDO tertanggal 7 juni 2004 jo Putusan

Pengadilan Negeri Manado No. 331/PDT.G/2002/PN.Mdo tertanggal 15

September 2003, antara Johan Amoldus Mononutu selaku Pemobon

Kasasi/Terbanding/Penggugat melawan Raun Konda Rotinsulu dan Gustaf

Wiihem Rotinsulu, selaku Termohon Kasasi/Pembandin^Tergugat,

sehingga alasan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor :

723/Watutumou dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04/Dcsa WWutumou D

oleh Tergugaf I telah sesuai dengan peraturan perundangan, oleh

karenanya gugatan Penggugat tidak tetmasuk dalam pengertian Keputusan

Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf e.

5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepenttogan atas Sertifikat Hak Milik

Nomor: 723/Watutumou dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Desa Watutumou

D sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun

2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat tidak berhak atas tanah yang

dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat n Intervensi I yang telah diterbitkan

Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/Watutumou oleb Tergugat I, sebab sesuai

dengan amat Putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 855 K/PDT/2005 tanggal 8

Maret 2006, yang telah berkekuatan hukum tetap, disebutkan dalam salah satu

amamya pads angka (6), berbunyi : " Menyatakan menurut hukum bahwa

objek sengketa sudah bukan merupakan harta peninggalan dari almarhum

Essau Rotinsulu lagi dan oleh kar^a itu ahli waris dari Essau Rotinsulu
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tetmasuk para Tergugat yang telah menyatakan did sebagai abli waris dari Essau

Rotinsulu sudah tidak berhak lagi alas tanah objek sengkcta".

- Bahwa adapun tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Noraot:

723/Watutumou dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04/Desa Watutumou

II oleh Tergugat I, terietak di Desa Watutumou adalah milik sah dari

Tergugat II Intervensi III i.e. Johan Arnoldus Mononutu yang diperoleh

melalui warisan dari otang tuanya Aim. Jan Hendrik Mononutu

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 855 K/ PDT/2005

tanggal 8 Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.

49/PDT/2004/PT.MDO lertanggal 7 Juni 2004 jo Putusan Pengadilan

Negeri Manado No. 331/PDT.G/ 2002/PN.Mdo tettanggal 15 September

2003 dan telah berkekuatan hukura tetap, sehingga berdasaikan

kewarisan dan putusan Mahkamah Agung RI tersebut Tergugat II

Intervensi III mengajukan permohonan pengakuan hak atas tanah

miliknya untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I, yang

selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan:

-Sertifikat Hak Milik Nomor : 709/Watutumou, Surat Ukur No. 788/

Watutumou/2006 tanggal 04 Juli 2006, Luas 58.665 M2  atas nama

Johan Arnoldus Mononutu in casu Tergugat n Intervensi III;

-Sertifikat Hak Milik Nomor : 710/Watutumou, Surat Ukur No. 787/

Watutumou/2006, tangggal 04 Juli 2006, Luas 84.906 M2 atas nama

Johan Arnoldus Mononutu in casu Tergugat II Intervensi III;

-Sertifikat Hak Milik Nomor : 1364/Kawangkoan, Surat Ukur No.

427/ Kawangkoan 2006 tanggal 04 Juli 2006, Luas 14.673 M2 atas

nama Johan Amoldus Mononutu in casu Tergugat II Intervensi ID;

Bahwa Tergugat Q Intervensi III menjual sebagjan bidang tanah

miliknya dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 710/Watutumou

kepada Tergugat O Intervensi I seluas 65.822 M2, sesuai Akta Jual

BeU Nomor : 207/JB/ KWT/X-2006 tanggal 23 Oktobet 2006 yang

dibuat oleh PPAT Sementara Kecamatan Kalawat Handry V.

Rotinsulu, S.E, dan kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor : 710/

Watutumou dipisahkan menjadi:

SHM No. 723/ Watutumou , Surat Ukur No. 808/Watutumou/2007

Uuiggal 22 Januari 2007 atas nama Tergugat n Intervensi, dan dari

sertifikat ini diaiihkau lagi menjadi:
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Bahwa gugatan Penggugal pada posits angka 4 dan 5 tidak jelas dan kabur, dalil

Penggugat yang menyatakan memegang Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/1980

dengan surat ukur tanggal 4 Juni 1980 No. 1116/Tahun 1980 dan Sertifikat Hak

Miiik Nomor: 59/1980, surat ukurtanggal 4 Juni 1980 No. 1117/Tahun 1980,

atas nama Gustaf Semuel Nicolas Rotinsulu, tidak jelas dan kabur karena

Sertifikat tersebut tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupalen Minahasa

Utara/Tergugat I, dan bahkan jika dileliti alat Bukti hak yang dijumpai ternyata

terdapat beberapa cacal administrative, yaitu : Bahwa gugatan Penggugat

terhadap objek yang disengketakan tidak ada keterkaitannya dengan Penggugat

karena Penggugat mendalilkan dirt sebagai ahli wans dari Aim. Gustaf Semuel

Nicolas Rotinsulu yang semasa Mdupnya mempunyai tanah dengan alat Bukti

berapa Sertifikat Hak Milik Nomor: 58/1980 Maurabi dan sertifikat Hak Milik

Nomor : 59/1980 Maumbi keduanya tidak terdaftar pada Pendaftaran Tanah.

bahwa temyata ditentukan kejanggalan seperti:

-    Alas hak yang sebenarnya dipegang oleh Penggugat adalah tercatat

Sertifikat Hak Milik No. 58//1979 surat ukur tanggal 4 Juni 1980 No.

Sertifikat Hak Milik No. 03/ Watutumou dengan luas 60.000M1 dan Sertifikat

Hak Milik Nomor: 04/Watutumou dengan Inas 1974M2 ;

Bahwa dengan adanya pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/Watutumou

menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 03/Watutumou dan Sertifikat Hak Milik
Nomor: 04/Watutumou alas nama Tergugat II Intetvensi I sisa 3.S4S M2.

Bahwa proses jual beli tanah antara Tergugat II Intervensi I dengan Tergugat H

Intervensi III adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga Tetgugat

D Intervensi I adalah pembeli yang beritikat baik dan oleb karenanya perolehan

hak dengan itikat baik akan tetap menjadi pemegang hak yang sah menurut

hokum dan harus di lim^ing' oleh undang - undang begitupun dengan

keseluruhan proses penerbitan Sertipikal Hak Milik No. 723/ Watutumou alas

nama Tergugat U Intervensi I dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Watutumou,

telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku diikuti dengan pendaftaran tanah

sebagaimana ketentuan [^oses penerbitan sertipikat, dengan demikian Tergugat

n Intervensi I dalam menerbitkan sertipikal aquo atas nama Tergugat II

Intervensi I tidak bertentangan dengan Pasal 32 ayat (I) dan ayat (2) Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga patut
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Uie^^ahun 1980 alas nama Gustaf Semuel Arcolas Rotinsulu dan

Sertifikat Hak Milik No. 59/1979 sural ukur tanggal 4 Juni 1980 No.

1117/Tabun 1980 alas nama Gustaf Semuel Nicolas Rotinsulu, bukan

Seitipikat Hak Milik No. 58/1980 Maumbi dan Sertipikat Hak Milik No.

59/1980 Maumbi keduanya atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu.

-Tanggal peneibitan sertifikat  tercatat  tanggal  3  Seplembet  1979

sedangkan pencatatan Garabar Situasi pada tanggal 4 Juni 1980,

sehingga tidak memenuhi asas procedural pendaftaran tanah.

-Bahwa kedua hal tersebut baik penulisan nama maupun prosedur

pendaftaran  tanah,  maka kedua sertifikat   yang  diajukan untuk

peugecekan bukan banya tidak tercatat pada daftar-daftar pendaftaran

tanah selain itu juga Sertifikat Hak Miiik No. 5S/Tahun 1980/Matunbi

surat ukur tanggal 4 Juni 1980 No. 1116/Tahun 1980 surat ukur No.

1116/Tabun 1980 tertulis atas nama Gustaf Semuel Arcolas Rotinsulu

tidak sama dengan Sertifikat Hak Milik No. 59/1980/Maumbi surat ukur

tanggal 4 Juni 1980 No. 1117/Tahun 1980 atas nama Gustaf Semuel

Nicolas Rotinsulu tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga selayaknya

dhetapkan bahwa sertifikat tersebut untuk diserabkan kepada Kantor

Pcitanahan Kabupaten Minahasa Utara untuk diberi catatan bahwa kedua

sertifikat tersebut bukan produk Tergugat I karena tidak memenuhi azas

Prosedural Pendaftaran Tanah.

Bahwa dalil gugatan pada posita angka 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 dengan tegas

ditolak oleh Tergugat II Intervensi I, karena sesuai fekta hukum taoah yang

diterbhkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/Watutumou atas nama Tergugat E

Intervensi I dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Desa Watuturaou U diperoleh

berdasarkan jual beli yang sah antara Tergugat II Intervensi ID selaku Penjual

dengan Tergugat E Intervensi I selaku Pembeli, sesuai Akta Jual Beli Nomor:

207/JB/ KWT/X-2006 tanggal 23 Oktober 2006 yang dibuat oleh PPAT

Sementara Kecamatan Kalawat Handry V. Rotinsulu, S.E, kemudian dengan

adanya jual beli tersebut dilctbitkan Sertifikat Hide Milik dengan Nomor:

723/Watutumou sebagai pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor :

710/Watutumou atas nama Tergugat II Intervensi m, selanjutnya Sertifikat Hak

Milik Nomor : 723/Watutumou dipisahkan iagi menjadi Sertifikat Hak Milik

Nomor : 03/Watutumou atas nama Tergugat II Intervensi IV in casu Darius
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Lungguk Sitorus dan Serttfikat Hak Milik Nomot: 04/Watutumou yang pada

mulanya atas nama Tergugat TI Intervensi I. Bahwa Tergugat II Intervensi I

adalah Pembeli yang beritikat baik dan oieh karenanya perolehan suatu hak

dengan itikat baik, akan tetap menjadi pemegang hak yang sab menurut hukum

dan harus dilindungi oleh undang-undang, sehingga keseluruhan rangkaian

proses pengalihan tanah sampai penerbiian Sertifikat Hak Milik Nomor :

723/Watutumou dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/watutumou oleh Tergugat

I sudah sesuai dengan penmdang-undangan yang berlaku baik secaia prosedural

maupun substansialnya sehingga sah dan mengikat seita tidak dapat dibatalkan,

selain itujugamerupakanfakta hukum bahwa Penggugattidak berhak dan tidak

berkepentingan terhadap objek sengketa.

Bahwa Tergugat I dalam memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor :

723/Watutumou atas nama Tergugat D Intervensi I dan Sertifikat Hak Milik

Nomor : 04/watutumou tidak "tumpang tindih" dengan Sertifikat Hak Milik

Nomor: 58/1980 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 59/1980 atas nama Gustaf

Semuel Nicolas Rotinsulu, karena selain tanah yang di teibitkan Sertifikat

Hak Milik Nomor : 723/Watutumou dan Sertifikat Hak Milik Nomor :

04/watutumou didasaikan pada jual belt yang sah sesuai Akta ^ual Bdi Nomor

: 207/JB/ KWT/X-2006 tanggal 23 Oktober 2006 yang dibuat oleh PPAT

Sementara Kecamatan Kalawat Handry V, Rotinsulu, S.E antara Tergugat n

Intervensi I dengan Tergugat II Intervensi III sebagai pemilik yang sah

berdasarkan Putusan Mahkamah Agong RI Reg No. 855 K/PDT/2005 tanggal 8

Maret 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, juga karena Sertifikat Hak

Milik Nomor : 58/1980 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 59/1980 atas nama

Gustaf Semuel Nicolas Rotinsulu, tidak terdaftar dalam pendafiaran tanah di

Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, olehnya dalil  gugatan Penggugat

terecbut patut ditolak.

Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/Watutumou atas

nama Tergugat ? Intervensi I dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04/watutumou

yang diterbitkan oleh Tergugat I pada dasamya sudah sesuai prosedur hukum

dan sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas

Kecennatan serta tidak melanggar peraturan penmdang-undangan yang berlaku

khususnya Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Peraerintah No. 24 Tahun

1997 tentang praidaftaran Tanah.
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10. Bahwa bertolak dari ^ia hukum diatas maka Keputusan Tcrgugat 1

menerbitkan Sertffikat Hak Milik Nomor : 723/Watutumou dan Sertifikat Hak

Milik Nomor : 04/watutumou sudah tapat dan benar serta tidak bertentangan

Asas-Asas Umam Pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan perundang-

undangan yang berlaku sehingga Keputusan tersebut adatah sab ; dan tindakan

Tergugat I lereebut tidak memenuhi unsur-unsur yang termuat daiam Pasal 53

ayat (2) baik huru a maupun huruf b Undang-Undang No. 5 Tahnn 1986 yarig

telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahnn 2004 Tentang Peradilan Tata

UsahaNegara.

DALAM PENUNDAAN^

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2009 oleh Majelis Hakim Pcngadilan Tata Usaba

Negara Manado dalam Perkara No. ll/G/2009/PTUN.Mdo, telah mengeluarkan

Penetapan Penundaan No. 1 l/G/2009/PTUN.Mdo, yang pada pokoknya

meoetapkan menunda pelaksanaan Surat Keputusan berupa:

1.Sertffikat Hak Milik Nomor : 722/Watutumou/2006 Luas 7.500 M2 Atas

nama Jimmy Tombokan

2.Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/Desa Watutumou Surat Ukur No. 808/

Watutumou / 2007 Luas: 65.822 M2 Atas nama Hendriata M. Wullur

3.Settifikat Hak Milik Nomor: 729/Desa Watutumou tahun 2007
Surat Ukur gambar situasi No. 809/Watutumou/2007 Luas : 300 M2 Atas

nama Agus Sutanto

4.Sertifikat Hak Milik Nomor : 730/Desa Watutumou Suiat Ukur No. 810/

Watutumou tahun 2007 tanggal 31 Januari 2007 Atas nama Johan Araoldus

5.Sertifikat Hak Milik Nomor : 03/Desa Atas nama Darianus Lungguk

Sitoras Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007 No. 02/Watutumou Q/2007

Luas: 60.000 M2

6.Sertifikat Hak Milik Nomor : 04 / Atas nama Hendriata M. Wullur Surat

Ukur Tanggal 03 Agustus 2007 No. 03/Watutumou 11/2007 Luas: 1.974 M2

7.Sertifikat Hak Milik Nomor : 731 atas Atas nama BENNY BUDIMAN

Surat Ukur No. 811/Watutumou/2007 Tanggal 5 Februari 2007 Luas: 3.000

M2

8.Sertifikat Hak Milik Nomor : 05/ Atas nama Midiarto Wijaya Surat Ukur

No. 04/Watutumou 11/2007 Tanggal 06 Agustus 2007 Luas : 24.500 M3
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9. Sertifikat Hak MUik Nomor : 766/Watutumou Atas nama Vena

Waworuntu, Sam Ukur No. S39/Watutumoa/2007 Tanggal 15 November

2007 Luas :4.000 m1;

Sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleb kekuatan hokum tetap,

kecuali ada penetapan lain dikemudian had,

- Bahwa penetapan tosebot dikeluarkan mendahnhri pemeriksaan dipcrsidangan

pertama yang menurut hemat Tergugal II Intervensi I telah raelanggar asas

"Audio et Alteram Pattern" yang mana seharusnya Para Tergugat Intervensi

diberi kesempatan memberikan keterangan atau alasan terlebih dahulu sebelum

dikeluarkannya Penetapan tersebut, karena fungsi dibentuknya Pengadilan Tata

Llsaha Negara adalah untuk menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan

bubimgao antara hak subieklif peror^tgan atan badan hukunt den^an

kepentingan masyarakat.

Bahwa mciumt i ergugat O interveusi 1 penanggtt^^o pelaksanaan surat a ^uo

oleh Majelis Haldm Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam Perkara No.

ll/G/2009/PTUN.Mdo stmgguh tepat bila penetapan a quo ditinjau kembali

sesuai asas ins curis novit atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai

kekuatan hokum, mengmgat tidak tenlapat keadaan yang tnendesak setta

kepentingan Penggugat tidak dirugikan akibat keputusan objek sengketa oleh

Tergugat i sebab Penggugat tidak berhak atas objobjek sengketa teisebuL

Berdasarkan pada aiasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat II

Intervensi I mohon kepada Majelis Hakim yang meraeriksa dan akan mengadili

perkara ini Iriranya berkenan untuk memutuskan :

I.DALAM EKSEPSI:

-Mengabulkan eksepsi dari Tergugat n Intervensi I untuk selurubnya;

-Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk keselumhannya.

II.DALAM PENUNDAAN

-Menyatakan Penetapan Penundaan No. 1 l/G^2009/PTUN.MDO, tertanggal

25 Maret 2009 batal deroi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak

menqtunyai kekuatan hukum.

IB. DALAM POKOK PERKARAi

•   Menohtk gugatan Penggugat untuk seluruhnya;i
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^h^en^mkuni Pcnggngat ^"Ui't ntembayar oisya perkara.i

•Menimbang, bahwa pihak Tergugat 0 Intervensi II,III,V,VI DAN VII untuk

menanggapi gugalan Penggugat telah mengajukan jawabannya dalam satu swat

jawaban tertanggal 18Mei2009 yangisinyasebagaiberikot:

I.  DALAM EKSEPSI:

1.Bahwa pada prinsipnya Tergugal D Intervensi n, DI, V, VI dan VII

menolak selurah dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal

yang diakui secara tegas dan nyata.

2.Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Tennasuk Datatn Pengertian

TataUsahaNegara

Bahwa gugatan Penggugat tidak tennasuk dalam pengerban Keputusan Tata

Usaha Negaia menurut  Undang-Undang Nomor  :  9 Tahun 2004 tentang

Penibahan alas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negarn Pasal 2 huruf e, yang menyatakan:

Pasal2 : Tidak tennasuk dalam pengettian Keputusan Tata Usaha Negam

menurut undang-undang ini:

antaralain

Huruf e : Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil

pemeriksaan badan peradilan berdasatkan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku;

Dalam Penjetasanyatertuiis : (2) " Keputusan serupaangka t, tetapi didosatkan

atas amar putusan pengadilan Perdata yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap",

Bahwa Sertifikat Hak Milik, yakni:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 729/Watutumou, Surat Ukur Tanggal 31

Januari 2007 No. 809/Watutumou/2007, Luas : 300 M2 atas nama AGUS

SUSANTO/Tergugat II Intervensi II;

Diterbitkan melalui proses petalihan hak berdssatkan jual beU antam

Tergugat II Intervensi II dengan Tergugat II Intervensi III, sesuai Akta

lual Beli Nomor : 08/JB/KWT/II2009 tanggal 04 Februari 2009 yang

dibuat ol^) PPAT Camat Kalawat Araolus Daud Wolajan, SSTP.
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-Sisa dari Sertifikat Hak Milik No. 709/WatutumauTahun 2006,

Sural    Ukur No. 788/Watutumou/2006 - luas  58.665 m2 (sudah

dipisahkan sebagian Tanah menjadi Seitiflkat Hak Milik No. 722

luas  7.500 M2 Atas nama Jimmy Tombokan ;

-Sisa dari Sertifikat Hak Milik No. 710/Watutumou/Tahua 2006,

Surat Ukur No. 7S7/Watutumou/2006, luas  84.906 m2 (sudah

dipisahkan sebegian Tanah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 723

luas   65.822 m2 Atas nama Hendriata M. Wullur/Tergugat n

ItMervensi I ; dan Sertifikat Hak Milik No. 729/WatutranouTahun

2007, Gambar Situasi No. 809/Watutumou/2007, luas  300 m2

Ataanama Agus Susanto/ Tergugat Intervensi Q.

Bahwa Johan Amoldus MononutuTergugat II Intervensi ID, mengajukan

pennononan faak atas taoH" mtliknya tcrsebtrt kcpada Tergugat I

didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 855

K/PM72005 tanggal 8 Maret 2006, yang telah betkekuatan bukum tetap.

Deogan demikian proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor :

709/Watutumou dan Sertifikat Hak Milik Nomor; 710/ Watutumou Atas

nama Johan Amoldus MononutuTergugat II Intervensi DJ, didasarkan

pada amar putusan pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap".

Bahwa ttnhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 730/Desa Watutumou II

sudah adapemisahanlagi, menjadi :

•    Sertifikat Hak Milik Nomor: 731/Watutumou, Surat Ukur Tanggal

05 Februari 2007 No. 81 l/Watutumou/2007, Luas : 3.000 M2 Atas

nama Benny BudunanTergugat II Intervensi V;

Adapun penerbitan Sertilikat Hak Milik Nomor : 729/Watutumou

dtpisaWum melalui Sertifikat Hak Milik Nomor : 710/Watntumou,

Surat Ukur tanggal 4 Juli 2006 No. 787/Watuturaou/2006 ; luas

84.906 M! Atas nama Johan Amoldus Mononutu/ Tergugat n

Intervensi DI.

2. Sertifiknt Hak Milik Nomor : 730/Watutumoo II, Swat Ukw Tanggal 31

Januari 2007 No. 810/Watutumou 11/2007, Luas : 69.945 M2 Atas nama

Johan Amoldus Mooonutu/Tergugat Q Interven^ ID ; Ditebitkan
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-Sertifikat Hak Milik Nomor : 05/Watutumou II, Surat Ukur

Tanggal 06 Agustus 2007 No. 04/Watutnmou n/2007,   Luas :

24.500 M2 Atas nama Midiarto Wijaya/Tergugat Intervensi VI

-Sertifikat Hak Milik Nomor: 766/Watutumou, Swat Ukur Tanggal

15 November 2007 No. 839/Watutumou/2007, Luas : 4.000 M2

Atas nama Verra Wawonmtu/Tergugal Intervensi VII;

3.SeifikatHakMilikNomor:731/Watutumou, Surat Ukur Tanggal 05

Februari 2007 No. Sll/Watutumou/2007, Luas : 3.000 M2 Atas nama

Benny Budiman/Tergugat D Intervensi V;

Diterbilkan melalui proses peiaiihan hak betdastukan jual beli antara

Tergugat n Intervensi V dengan Tergugat II Intervensi HI, sesuai Akta

Jual Beli Nomor : 33/KALAWAT/2007 tanggal 23 Februari 2007 yang

dibuat oleh PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SR

Bahwa proses diterbitkan sertifikat ini melalui pemisahan dari Sertifikat

Hak Milik Nomor : 730/Watutumou II, yang merupakan penggabungan

dari Sisa Sertifikat Hak Milik Nomor : 709/Watutumou dan 710/

Watutumou Atas nama Johan Amoldus Mononutu/Tergugat II Intervensi

in.

4.Sertifikat Hak MtHk Nomor: 05/Watutumou U, Surat Ukur Tanggal  06

Agustus 2007 No. 04/Watutumou II/2007, Luas : 24.500 M2 Atas nama

Midiarto Wljaya/Tergugat II Intervensi VI;

Diterbitkan melalui proses peralihan hak beidasarkan jnal befi antara

Tergugat II Intervensi VI dengan Tergugat D Intervensi III, sesuai Akta

Jual Beli Nomor : 449/Kalawat/2007 tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat

oleh PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH.

Bahwa penetbitan sertifikat ini melalui pemisahan dari Sertifikat Hak

Milik Nomor : 730/Desa Watutumou, yang merupakan penggabungan

dari Sisa Sertifikat Hak Milik Nomor : 709/Watutumou dan

710/Watutumou Atas nama Johan Amoldus MononutuTergugat II

Intervensi HI.

5.Sertifikat Hak Milik Nomor : 766/Watutumou, Surat Ukur Tanggal 15

November 2007 No. 839/Watutumou/2007, Luas : 4JMO M2 Atas nama

Verra Waworuntu/TergugatG  Intcrvensi VII

Disclaimer
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Diterbitkan melalui proses peislihan bak berdasatkan jual beli antara

Tergugat 0 Intervals^ VII dengan Tergugat II Intervals* III, scsuai Akta

Jual Beli Nomor : 108/JB/KWT/IX-2007 tanggal 20 September 2007

yang dibuat oleh PPAT Camat Kalawat Arnolus Daud Wok^an, SSTP.

Bahwa penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut diatas melalul pemisahan

dari Sertifikat Hak M*lik Nomor : 710/Dcsa Watutumou dan Sertifikat

Hak Milik Nomor : 730/Watutumou Q, (penggabungan dari Sisa

Sertifikat Hak Milik Nomor : 709/Watutumou dan Sertifikat Hak Milik

Nomor : 710/Watutumou Atas nama Johan Arnoldus Mononutu/Tergugat

II Intervensi DI, yang mana kcdua sertifikat a quo diterbitkan alas dasar

Putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 853 K/PDT/2005 tanggal 8 Maret

2006, yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga proses penerbitan

Sertifikat Hak Milik Nomor : 709/Watutumou dan Sertifikat Hak Milik

Nomor: 710/ Watutumou Atas nama Johan Arnoldus Mononutu/Tergugat

II Intervensi III.

Bahwa proses penerbitan sertifikat- sertifikat tersebut diatas telah

dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku oleh karenanya

kepntusan in* adalah merupaktut keputusan yang bersifat konkrit,

individual dan finaL

Bahwa oleh karena Sertifikat-sertifikat yang diterbitkan merupakan

pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 709 dan 710/Watutumou

yang penebitannya didasaikan atas amar putusan pengadilan perdata yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga gugatan Penggugat

tidak tetmasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut

Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 2 huruf e.

- Bahwa seperti yang terkutip dalam dalil posita gugatan Penggugat pada

hat. 2 (dua) adalah "adapun yang menjadi "Objek Gugatan" dalam

sengketa ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mmahasa Utara

dengan menerbitkan Buku Tanah yaitu seperti yang tersebut dalam

gugatan a quo.
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Bahwa berdasatfcan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 1997

Tcntang Pendaftaran Tanah Bab I Pasal I angka 19 menyebutkan Buku

Tanah adalah : Dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis

dan data fisil suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya,

sehingga "Buku Tanah" bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

olehkarenanya gugatana quo patut ditolak dan dikesampingkan.

Eksepsi Tentang Pihak Yang Kepentingannya Tidak Dirugikan

Bahwa Panggugat tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang

kepentingannya dirugikan akibat diterbitkatmya sertilikat-sertifikat milik

Para Tergugat Intervensi yang tersebut pada angka 2 (dua) ditas, oleh

Tergugat I, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal S3 ayat (1) UU

Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor:

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena sesuai dengan

amar Putusan Mahkamah Agung Rl Reg No. 855 K/PDT/2005 tanggal 8

Maiet 2006, yang telah berkekuatan hukum tetap, disebutkan pada salah

satu amamya di angka (6), berbunyi:

" Menyatakan menurut hokum bahwa objek sengketa sudah bukan

merupakan harta peninggalan dari ahnarhum Essau Rotinsulu lagi dan

oleh karena itu ahli waris dari Essau Rotinsulu termasuk para

Tergugat yang telah menyatakan din sebagai ahli waris dari Essau

Rotinsulu sudah tidak berhak lagi alas tanah objek sengketa".

- Bahwa gugatan Penggugat diajukan atas dasar diterbitkan Surat Keteiangan

dari Tergugat I Nomor : 600-321 tanggal 1 Desember 2008 perihal Swat

Keterangan Pendaftaran Tanah terhadap Sertiiikat Hak Milik No.

58/Maumbi Kecamatan Airmadidi Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa

atas nama Gustaf Semuel Arcolas Rotinsulu dan Surat Keterangan dari

Tergugat I Nomor : 600-322 tanggal 1 Desetnber 2008 perihal Surat

Keterangan Pendaftaran Tanah tertiadap Sertifikat Hak Milik Nomor :

59/Maumbi Kecamaian Ainnadidi Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa

atas nama Gustaf Semuel Nicolas Rotinsulu. Bahwa dalil gugatan tersebut

tidak memenuhi syarat yang dipersangkakan Penggugat, karena berdasaikan

catatan kedua sertiiikat tersebut tidak tereatat pada daftar-daftar pendaftaran

tanah yang ada pada Tergugat 1.
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4. Eksepsi Tentang Ougatan Tidak Mas Dan Kabut

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mcndalilkan mcmpunyai lanah

kebun/ pertanian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor i 58/1980 dan

Sertifikat Hak Milik Nomor : 59/1980 kedua sertifikat tersebut atas name

Gustaf Semuel Nicolas Rotinsulu, dan jika ditelifi dalil Penggugat tersebut

terdapat kejanggalan dengan alat Bukti hak yang sebenarnya, dimana

terdapat perbedaan pada taluui penerbitan sertifikat dan pencatatan nama

pemegang hak milik, yakni dalam sertifikat tercatat sertifikat No. 58/1979

atas nama Gustaf Semuel Arcolas Rotinsulu dan sertifikat No. 59/1979

Gustaf Semuel Nicolas Rotinsulu, hal mana perbedaan tersebut merupakan

fakta hukum bahwa dali! gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas,

selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/1980 dan Sertifikat Hak Miiik

Nomor : 59/1980 keduanya atas nama Gustaf Semuel Nicolas Rotinsulu

tidak terdaftar pada Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten

Minahasa utara/ Tergugat 1, dengan demiltian gugatan Penggugat terhadap

sertifikat-sertifikat yang tersebut pada angka 2 (dua) diatas tidak ada

kcterkaitannya Penggugat

Berdasarkan pada uraian eksepsi tersebut diatas, maka kiranya Majelts Hakim

yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan menolak gugatan Penggugat

atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1.Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intwvensi II, III, V, VI dan VII,

menolak seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang

diakui secara tegas dan nyata.

2.Bahwa segala dalil yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas

sepanjang mempunyai relevansi juridis hendaknya temiuat kembali menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban gugatan pada pokok perkara ini.

3.Bahwa Tergugat II Intervensi II, III, V, VI dan VH berkepentingan untuk masuk

sebagai pihak dalam perkara ini dan mempertahankankeabsahandari :
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1.Sertifikat Hak Milik Nomor : 729/Watutumou, Surat Ukur Tanggal 31

Januari 2007 No. 809/Watutumou/2007, Lnas : 300 Mz atas nama Agus

Susanto;
2.Serlifikat Hak Milik Nomor : 730/Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 31

Januari 2007 No. 810/Watutumou 11/2007, Luas : 69.945 M2 atas nama

Johan Amoldus Mononutu;

3 Sertifikat Hak Milik Nomor : 731/Watutumou, Surat Ukur Tanggal 05

Febmari 2007 No. 811/Watutumou/2007, Luas : 3.000 M* atas nama

Benny Budiman;
4.Scrtifikat Hak Miiik Nomor : 05/Wmutumou D, Surat Ukur Tanggal 06

Agustus 2007 No. 04/Watutumou 11/2007, Luas : 24.500 M2 atas nama

Midiarto Wijaya;
5.Sertifikat Hak Milik Nomor : 766/Watutumou, Surat Ukur Tanggall5

November 2007 No. 839/Watutumou/2007, Luas : 4.000 M2 atas nama

Vena Waworuntu.

Bahwa alasan diterbitkaimya sertifikat:
1.Sertifikat Hak Milik Nomor : 729/Watutumou, atas nama Agus Susanto /

Tergugat II Intervensi II, diterbitkan melalui proses  peralihan hak

berdasarkan jual beli antara Tergugat II Intervensi II dengan Tergugat n

Intervensi ID, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 08/JB/KWT/II2009 tanggal

04 Febniari 2009 yang dibuat oleh PPAT Camat Kaiawat Arnolus Daud

Wolajan, SSTP, Adapun sertifikat ini merupakan pemisahan dari SertifikHt

Hak Milik Nomor : 710/Watutumou; Surat Ukur tanggal 4 Juli 2006 No.

787/Watutumou/2006 ; tuas 84.906 M2  atas nama Ji^^tan Arnoldus

Mononutu/Tergugat D Intervensi IB.

2.Sertifikat Hak Milik Nomor : 730/Watutumou II, Surat Ukur Tanggal

31 Januari 2007 No. 810/Watutumou n/2007, Luas : 69.945 M1 atas nama

Johan Amoldus Mononutu/Tergugat II Intervensi III,  sertifikat ini

diterbitkan melalui pengabungan dari :

- Sisa dari Sertifikat Hak Milik No. 709/Watutumou/Tahun 2006, Surat

Ukur No. 788/Watutumou/2006 - luas  51.165 M2 (sudah dipisahkan

sebagian Tanah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 722 luas  7.500 m2

atas nama Jimmy Tombokan);

Disclaimer
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- Sisa dari Sertifikat Hak Milik No. 710/Wantturoou/Tahun 2006, Surat

Ukur No. 787/Watutumou/2006. (sudah dipisahkan sebagian Tanah

menjadi Sertiflkat Hak Milik No. 723 luas  65.S22 M2 atas nama

Hendriata M. Wullur dan Sertifikat Hak Milik No. 729/

Watutumou/Tahun 2007, Gambar Situaai No. 809/Watutumou/2007

atas nama Agus Susanto).

Sertifikat Hak Milik Nomor : 731/Watutumou, atas nama Benny

Budiman/Ttfgugat II Intervensi V, diterbitkan melalui proses peralihan hak

berdasarkan jual belt antara Tergugat D Intervensi V dengan Tergugat II

Intervensi in, sesuai Akla Jual Bell Nomor; 33/KALAWAT/2007 tanggal

23 Februari 2007 yang dibnat oleh PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu,

SH. Bahwa sertifikat ini merupakan pemisahan dari Sertifikat Hak Milik

Nomor : 730/Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007

No. SlO/Watutumon H/2007 Luas : 69.945 M1 atas nama Johan Amoldus

Mononutu /Tergugat II Intervensi DI.

Sertifikat Hak Milik Nomor : 05/Watutumou II, atas nama Midiarto

Wijaya/ Tergugat D Intervensi VI, diterbitkan melalui proses peralihan hak

berdasarkan jual beli antara Tcrgugat O Intervensi VI dengan Tergugat II

Intervensi ID, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 449/Ka1awat/2007 tanggai 11

Juli 2007 yang dibuat oleh PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH.

Bahwa sertifikat ini metupakan pemisahan dari Sertifikat Hak Milik

Nomor : 730/ Watutumon II, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No.

SlO/Watutumou 11/2007 Luas : 69.945 M2 atas nama Johan Araoldus

MononuW/ Tergugat II Intervensi III.

Sertifikat Hak Milik Nomor : 766/Watutumou, atas nama Vena

Waworuntu ((Tergugat D Intervensi VII), diterbitkan melalui proses

peralihan hak berdasarkan jual beli antara Tergugat U Intervensi VII

dengan Tergugat II Intervensi III, sesuai Akta Jual Beli Nomor :

10S/JB/KWT/K-2007 tanggal 20 September 2007 yang dibuat oleh PPAT

Caraat Kalawa! Amolus Daud Wolajan, SSTP. Bahwa sertifikat ini juga

merupakan pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 730/Watutumou

II, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No. 810/Watutumou H/2007,

Luas : 69.945 M2 atas nama Johan Amoldus Mononutu (Tergugat II

Intervensi III).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bahwa mengenai penetbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 709/Watutumou

dan Sertifikat Hak Millk Nomoi : 710/Watutumou atas nama Johan

Amoldus MononutWTergugat li Intervensi HI (sudah dipisah-pisahkan

kapada Para Tergugat II Intervensi), diperoleh be^dasarkan warisan yang

telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Perdata yang telah

memperoleh kekutan hukum tetap (in kracht van Gewijsde), yaitu

sebagaimana yang tertuang dalam putusan Mahkaraah Agung RI Reg No.

855 K/PDT/2005 tanggai 8 Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi

Manado No. 49/PDT/2004/PT.MDO tertanggal 7 juni 2004 jo Putusan

Pcngadilan Negeri Manado No. 33t/PDT.G/2002/PN.Mdo tertanggal 15

September 2003, antara Johan Amoldus Mononutu selaku Pemohon

Kasasi/ Terbanding/Penggugat melawan Raun Konda Rotinsulu dan

Gustaf Wilhem Rotinsulu, selaku Tennobon Knsasi/Pembanding/

Tergugat, sehingga alasan diterbttkarmya Sertifikat Hak Milik yang

tersebut diatas oleh Tergugat I telah sesuai dengan peratuian perundangan,

oteh karenanya gugatan Penggugat tidak termasuk dalam pengertian

Keputusan Tata Usaha Negara menunit Undang-Undang Nomor : 9 Tahun

2004 tentang Perobahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal2humf e.

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingnan atas seWifikat-sertifikat yang

tereebut pada angka 3 (tigajjawabanini, scbagnimana yang dimaksudkan dalam

Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena

Penggugat tidak berhak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II

Intervensi n, III, V, VI dan VII yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh

Tergugat I, sebab sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Agung RI Reg No.

855 K/PDT/2005 tanggai 8 Maret 2006, yang telah berkekuatan hukum tetap,

disebutkan dalam anmrnya antara lain, yaitu :

Angka 2 (dua) : " Menyatakan menunit hukum bahwa Penggugat adalah

ahli waris dari Jan Hendrik Monramtu".

Ayat 4 (empat) : " Menyatakan menunit hukum bahwa tanah objek

sengketa (lokasi tanah B) adalah harta peninggalan dari

almarhum Jan Hendrik Mononutu (ayah penggugat) yang

dibdi dari ahnarhum Essau Rotinsulu pada tahun 1905 sesuai
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surat jual bell tertanggal 3 Desember 1905 yang hams jatuh

wans kepada Penggugat sebagai ahli warisnya".

;ka 6 (^an) : " Menyatakan menurut  hukum bahwa objek sengketa

sudah bukan menipakan harta peninggalan dari almarhum

Essau Rotinsulu lagi  dan oleh karena itu ahli waiis dari

Essau  Rotinsulu termasuk para Tergugat   yang telah

menyatakan diri sebagai ahli waris dari Essau Rotinsulu

sudah tidak berhak lagi atas tanah objek sengketa".

Bahwa adapuo tanah yang telah diterbitkan Sertifikat tersebut di atas oleh

Tergugat I, terletak di Desa Watutumou adalah milik sah dari Tergugat II

Intervensi III Johan Arnoldus Mononutu yang diperoleh melalui warisan

dari orang tuanya Aim. Jan Hendrik Mononutu berdasaikan Putusan

Mabkamah Agung Rl Reg No. 855 K/ PDT/2005 tanggal 8 Maret 2006 jo

Putusan  Pengadilan Tinggi  Manado No.  49/PDT/2004/PT.MDO

tertanggal 7 juni 2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Manado No.

331/PDT.G/2002/PN.Mdo tertanggal  15 September 2003  dan telah

berkekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan putusan  Mahkamoh

Agung RI tersebut Tcrgugat II Intervensi IB mengajukan permohonan

pengakuan hak atas tanah miliknya untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik

kepada Tergugat I,  yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan:

-Sertifikat Hak Milik Nomor : 709/Watutumott, Surat Ukur No. 788/

Watutumoo/2006 tanggal 04 Juli 2006, Luas 58.665 M2  atas nama

Johan Amoldus Mononutu (Tergugat II Intervensi III);

-Sertifikat Hak Milik Nomor : 710/Watutumou, Surat Ukur No. 787/

Watutumou/2006, tangggal 04 Juli 2006, Luas 84.906 M2 atas nama

Johan Amoldus Mononutu (Tergugat H Intervensi IH);

-Sertifikat Hak Milik Nomor: 1364/Kawangkoan, Surat Ukur No. 427/

Kawangkoan 2006 tanggal 04 Juli 2006, Luas 14.673 M2 atas nama

Johan Amoldus Mononutu (Tergugat II Intervensi ID);

Bahwa Johan Amoldus Mononutu / Tergugat II Intervensi III, menjual

sebagian bidang tanah miliknya dalam Sertifikat Hak Milik Nomor :

710/Watutumou kepada Agus Susanto / Tergugat II Intervensi II, sesuai

Akta Jual BeU Nomor : 08/JB/KWT/1I2009 tanggal 04 Februari 2009
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yang dibuat oleh PPAT Carnal Kalawat Amolus Daud Wolajan, SSTP,

dan diterbitkanSertiflkat Hak Milik Nomor: 729/Watutumou.

Kemudian dalam Sertifikat Hot Milik Nomor : 730/Watutumou alas

nama Tergugat II Intervensi IB, menjual sebagian bidang tanah miliknya

kepada:

1.Benny Budiman/Tergugat B Intervensi V, sesuai Akta Jual Beli

Nomor : 33/KALAWAT/2007 tanggal 23 Februari 2007 yang dibuat

oleh PPAT Giace Sophia Judy Sarendatu, SH, yang ditetbiikan

Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Mitik Nomor: 731/Watutumou

2.Midiarto Wijaya^ergugat 0 Inrervensi VI, sesuai Akta Jual BeU

Nomor :  449/Kalawat/2007 tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat oleh

PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH ; yang diterbitkan Sertifikat

Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor: 05/Watutumou B.

3.Verra Waworuntu/Tergugat H Intervensi VB, sesuai Akta Jual Beli

Nomor : 108/JB/KWT/K-2007 tanggal 20 September 2007 yang

dibuat oleh PPAT Camat Kalawat Amolus Daud Wolajan, SSTP,

yang diteibitkan Sertifikat Hnk Milik Nomor: 766/Watutumou.

Bahwa Proses jual beli tanah antara Tergugat II Intervensi II, V, VI dan

VII dengan Tergugat II Intervensi III adaiah sah dan sesuai dengan

ketentuan hukum, sehingga Para Tergugat B Intervensi U, V, VI dan VII

adalah Pembeli yang beritikat baik dan oleh karenanya perolehan suatu

hak dengan itikat baik, akan tctsp menjadi pemegang hak yang sah

menumt hukum dan hams dilindungi oleh undang-undang, begitupun

dengan keseluruhan prraes penerbitan sertifikat-sertifikBt yang tersebut

diatas atas nama Para Tergugat II Intervensi B, IB, V, VI dan VI telah

sesuai dengan mekanisme yang berlaku serta dilengkapi dengan

pendaftaran tanah sebagaimana ketentuan proses penerbitan Sertifikat,

dengan demikian Tergugat I dalam menerbitkan Serifikat a quo atas

nama Para Tergugat II Intervensi II, III, V, VI dan VB tidak

bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Pcraturan Pemerintah

No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga patut dilindungi.

Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 4 dan 5 tidak jelas dan kabur,

katena dalil Penggugat yang menyatakan memegang Sertifikat Hak Milik

Nomor: 58/1980 dengan suratukurtanggal 4 Juni 1980 No. 1116/Tahun 1980
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dan Sertifikat Halt Milik Nomor : 59/1980, surat ukur tanggal 4 Juni 1980 No.

1117/Tahun 1980, kcduanya atas nama Gustaf Scmuel Nicolas Rotinsulu, namun

temyata sertifikat a quo tidak terdaftar pada Kantor Pertanafaan Kabupaten

Minahasa Utara/Tergugat 1,  dan bahkan jika diteliti alat Bukti hak yang dijumpai

ternyata terdapat bebeiapa cacat administrative, yaitu : Bahwa gugatan

Penggugat terhadap SHM Nomor : 729/Watutumou atas nama Tergugat II

Intervensi II, SHM Nomor : 730/Watutumou atas nama Tergugat Intervensi HI,

SHM Nomor : 731 atas nama Tergugat II Intervensi V, SHM Nomor :

05/Watutumou II atas nama Tergugat II Intervensi VI dan SHM Nomor :

766/Watutumou atas nama Tergugat II Intervensi VH, tidak ada keterkaitannya

dengan Penggugat karena Penggugat mendalilkan diri sebagai ahli waris dari

Aim. Gustaf Semuel Nicolas Rotinsulu yang semasa hidupnya mempunyai tanab

dengan alat Bukti bempa Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/1980 Maumbi dan

sertifikat Hak Milik Nomor : 59/1980 Maumbi akan tetapi kedua sertifikat

tersebut tidak terdaftar pada Pendaftaran Tanah, bahwa selain itu ditemukan juga

kejanggalan seperti:

-Alas hak yang sebenarnya dipegang oleh Penggugat adalah tercatat Sertifikat

Hak Milik No. 58/1979 surat ukur tanggal 4 Juni 1980 No. 1116/Tahun

1980 atas nama Gustaf Semuel Arcolas Rotinsulu dan Sertifikat Hak Milik

No. 59/1979 surat ukur tanggal 4 Juni 1980 No. 1117/Tahun 1980 atas nama

Gustaf Semuel Nicolas Rotinsulu, bukan Sertifikat Hak Milik Nomor :

58/1980 Maumbi dan sertifikat Hak Milik Nomor : 59/1980 Maumbi

keduanya atas nama Gustaf Semuel Nicolas Rotinsulu.

-Tanggal penetbitan sertifikat tercatat tanggal 3 September 1979 sedangkan

pencatatan Gambar Situasi pada tanggal 4 Juni 1980, sehingga tidak

memenuhi asas procedural pendaftaran tanah.

-Bahwa selain kedua bal tersebut baik penulisan tahun dan nama maupun

ptosedur pendaftaran tanah, terdapat juga kejanggalan dimana sertifikat

yang didalilkan Penggugat yang diajukan untuk pengecekan tidak tercatat

pada dafiar-daftar pendaflaran tanah, serta Sertifikat Hak Miiik No.

58/Tahun 1980/Maumbi surat ukur tanggal 4 Juni 1980 No. 1116/Tahun

1980 surat ukur No. 1116/Tahun 1980 tertulis atas nama Gustaf Semuel

Arcolas  Rotinsulu tidak  sama  dengan Sertifikat   Hak  Milik No.

59/1980/Maumbi surat ukur tanggal 4 Jum 1980 No. 1117/Tahun 1980 atas

nama Gustaf Semuel Nicolas Rotinsulu, bal mana dapat dinyatakan kedua
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sertifikat tersebut tidak memiliki kekualan hukura, sehingga selayaknya

ditctapkan bahwa sertifikat tersebut untuk diserahkan kepada Kantor

Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara untuk diberi Catalan bahwa kedua

sertifikat tersebut bukan produk Tergugat I karena tidak meraenuhi azas

Prosedural Pendaftaran Tanah.

7. Bahwa daiil gugatan pada posita angka 6,7,8,9, 10 dan 11 dengan tegas ditolak

oleh Tergugat II Intervensi D, UI. V, VI dan VII, karena sesuai fekta hukum

tanah yang dilerbitkan Sertifikat (yang tersebut pada angka 3 (tiga) diatas) atas

nama Tergugat II Intervensi II, III, V, VI dan VII, telah dilakukan secant sah dan

sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, sehingga keseluruhan rangkaian

proses pengaiihan tanah berdasarkan juat bell sampai penerbitan Sertifikat Hak

Miiik atas nama Para Tergugat D Intervensi II, III, V, VI dan VII oleh Tergugat I

sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku balk secant prosedural

maupun substansialnya sehingga sah dan mengikat serta tidak dapat dibatalkan,

selain itu juga tnempakan fakta hukum bahwa Penggugat tidak berhak dan tidak

berkepentingan terhadap Sertifikat-sertifikat tersebut.

8. Bahwa Tergugat I dalam mempreses peneibitan Sertifikat Hak Milii atas nama

Para Tergugat n Intervensi II, III, V, VI dan VII tidak "tnmpang tintfih" dengan

Sertifikat Hak Milik Nomor: 58/1980 dan Sertifikat Hak Milik Noraor: 59/1980

atas nama Oustaf Semuel Nicolas Rotinsulu, karena selain tanah yang di

terbitkan Sertifikat-settifikat tersebut didasarkan pada jual belt yang sah antara

Para Tergugat II Intervensi II, V, VI dan VII dengan Tergugat H Intervensi IB

sebagai pemilik yang sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Reg No.

855 K/PDT/2005 tanggal 8 Maret 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap,

juga karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/1980 dan Sertifikat Hak Milik

Nomor : 59/1980 atas nama Guslaf Semuel Nicolas Rotinsulu, tidak terdaftar

dalam pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara,

olehnya daiil gugatan Penggugat tersebut patut ditolak.

9. Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik SHM Noraor ; 729/Watutumou

atas nama Tergugat II Intervensi H, SHM Nomor : 730/Watutumou atas nama

Tergugat Intervensi HI, SHM Nomor : 731 atas nama Tergugat II Intervensi V,

SHM Nomor : 05/Watutumou n atas nama Tergugat II Intervensi VI dan SHM

Nomor : 766/Watutumou atas nama Tergugat H Intervensi VQ yang diterbitkan

oleh Tergugat I pada dasamya sudah sesuai prosedur hukum dan sesuai dengan
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Aaas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Aaas Kecermatan serta tidak

nrelanggar pcraturan perundang-undangan yang bcrlaku khususnya Pasai 32 ayat

(1) dan ayat (2) Peraturan Pemcrintah No. 24 Tahun 1997 tentang pcndaftaran

Tanah.

10. Bahwa bertolak dari fakta bukmn diatas maka Keputusan Tergugat 1

menerbitkan SHM Nomor : 729/Watutumou atas naana Tergugat II Intervensi

H, SHM Noraor : 730/Watutumou atas nama Tergugat Intervensi III, SHM

Noroor: 731 atas nama Tergugat II Intervensi V, SHM Nomor: 05/Watutumou

II atas nama T^gugat II Intervensi VI dan SHM Nomor; 766/Watutumou atas

nama Tergugat II Intervensi VII, sudah tepat dan benar scrta tidak bertentangan

Asas-Asas Umum Pemerintaban yang baik sebagaimana ketentuan perondang-

undangan yang berlakn sebingga Keputusan tersebut adalah sab ; dan tindakan

Tergugat I tersebut tidak metnenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal S3

ayat (2) baik hum a maupun huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang

telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata

UsahaNegara.

DALAM PENUNDAAN

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2009 olehMajelis Hakim PengadUan Tata Usaha

Negara Manado dalam Petkara No. 1 l/G/2009/PTUN.Mdo, telah mengeluarkan

Penett^tan Penundaan No. 1 l/G/2009/PTUN.Mdo, yang pada pokoknya

roenetapkan memmdapelaksanaan Swat Keputusan bciupa:

-Sertifikat Hak Milik Nomor: 722/Watutumou/2006 Lues 7.500 M1 atas nama

Jimmy Tombokan

-Sertifikat Hak Milik Nomor :  723/Desa Watutumou Surat Ukur No.

808/Watutumou / 2007 Luas: 65.822 M2 atas nama Hendriata M. Wullur

-Sertifikat Hak Milik Nomor : 729/Desa Watutumtni tahun 2007 Surat Ukur

gambar situasi No. 809/Watutumou/2007 Luas : 300 M2 atas nama Agus

Susanto

-Sertifikat Hak Milik Nomor : 730/Desa Watutumou Surat Ukur No. 810/

Watutumou tahun 2007 tanggal 31 Januari 2007 Johan Amoldus Mononutu.

-Sertifikat Hak Milik Nomor : 03/Desa atas nama Darianus Lungguk Sitorus

Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007 No. 02/Watutumou 11/2007 Luas :

60.000 M2
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-SertiSkat Hak Milik Nomor : 04 / atas naroa Hendriata M. Wuilur Surat Ukur

Tangga! 03 Agustus 2007 No. 03/Watutumou 11/2007 Luas: 1.074 M2

-Sertiilkat Hak Milik Nomor: 731 atas nama Benny Budiman Surat Ukur No.

81 l/Watutumou/2007 Tanggal 5 Febmari 2007 Luas: 3.000 M2

-Sertiflkat Hak Milik Nomor : 05/ alas nama Midiarto Wijaya Surat Ukur No.

04/Watutumou H/2007 Tanggal 06 Agustus 2007 Luas : 24.500 M2

-Sertifikat Hak Milik Nomor: 766/Watutumou alas nama Verra Waworuntu

Surat Ukur No. 839/Watutumou/2007 Tanggal 15 November 2007 Luas :

4.000 M2

Sampai dengan putusan dalam petkara ini memperoleh kekuatan hukum

tetap, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari.

Bahwa penetapan tersebut dikeluarkan mendahului pemeriksaan dipersidangan

pertama yang menurut hemat Tergugat II Intervensi II, IH, V, VI dan VII teiah

melanggar asas "Audio et Alteram Parlem" yang mana seharusnya Para

Tergugat Intervensi diberi kesempatan memberikan keterangan atau alasan

teriebih dahulu sebelum dikelua&annya Penetapan tersebut, karena ftmgsi

dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk menjaga keselarasan,

keserasian dan keseimbangan imbungan antara hak subjettif perorangan atau

badan hukum dengan kepentingan masyarakat

-     Bahwa menurut Tergugat II Intervensi D, IB, V, VI dan Vn, penetapan

penangguhan pelaksanaan a quo oleh Mfljelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Manado dalam Perkara No, 1 l/G/2009/PTUN.Mdo sungguh tcpat

apabila penetapan penangguhan ditinjau kembali sesuai asas ius curis novit atau

setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempimyai kekuatan hukum, mengingat

tidak terdapat keadaan yang mendesak serta kepentingan Penggugat tidak

dirugikan akibat keputusan Tergugat I sebab Penggugat tidak mempunyai hak.

Berdasarkan pada alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat II

Intervensi ILIU, V, VI dan VII mohon kepada Majelis Halrim yang memeriksa dan

akan mengaditi perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan :

L  DALAM EKSEPSI:
-Mengabulkan eksepsi  dari Tergugat n Intervensi IL III, V, VI dan VII

untuk seluruhnya;

-MenyatakangugaianPeoggugatditQlak untuk keselurahannya.
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U. DALAMPENUNDAAN

-Menyatakan Penetapan Pemmdaan No, ll/G/2009/PTUN.MDO, k

25 Maret 2009 dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai

kekuatan hukum.

HI. DALAM POKOK PERKARA
-Menolak gugatan Penggugat untuk selunihnya;

-Menghukura Penggugat untuk membayar Maya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Pihak Tergugat, pihak Penggugat telah

mcnanggapinya melalui Rcpliinya tertanggal 4 Mei 2009 dan terhadap jawabannya

Tergugat U Intervensi I sampai dengan VII, pihak Penggugat telah menanggapinya

melalui Repliknya tertanggal 4 Juni 2009, dan terhadap Replik tersebut oleh Pihak

Tergugat telah menanggaplnya melalui Dupliknya tertanggal IS Mei 2009,

sedangkan pihak Tergugat II Interven^ 1 sampai dengan VII telah menaoggapinya

pula dalam Dupliknya tertanggal 11 Juni 2009;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat dan Duplik Tergugat dan

Tergugat II Intervensi I sampai dengan VII tersebut tidak dimuat dalam putusan ini

namun termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan aatu kesatuan yang

tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memBuktikan gugatannya pihak Penggugat telah

mengajukan Bukti - Butti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah

diberi meterai cukup dan telah ditandai dengan P-l sampai dengan P-24 Bukti Bukti

surat tersebut adalah:

1.Bukti P-l:  Folo copy buku tanah SHM Nomor 58/Deaa Maumbi

tertanggal 3 September 1979 An. Gustaf Semuel Arcolas

Rotinsulu, SuratUkurNomor 1116/1980,Luas89.500m2(P

i);
2.Bukti P-2: Foto copy buku tanah SHM Nomor 59/Desa Maumbi

tertanggal 3 September 1979 An. Gustaf Semuel Nicolas

Rotinsulu, Surat Ukur Nomor 1117/19S0, Luas 59.600 m2(P

2);
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: Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisit, yaitu

Surat Tanda Teritna Pennohonan Pcngecekan Scrtifikat Hat

Milik No. SS dan Hak Milik No. 59/Maumbi a.n. Gustaf

Samuel Nicolas Rotinsulu oleh Sdr. G. Gerald Rotmsulu

tanggal 24 November 2008;

Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 600-321 tanggal

!Desember2008;

Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor ; 600-322 ianggal

lDesember2008;

Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalUir, yaitu

Surat Pengaduan atas Tindak Pidana yang ditujukan kepada

Kapotes Minahasa Utara, No. 010/HPPLawFinn/SK/n/2009

tanggal 6 Februari 2009;

Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu

Surat Pemberitahuan Penyelidikan oleh Polri Daerah Sulawesi

Utara Resor Minahasa Utara No. Pol. : B/57/n/2009/Reskrim,

bulanFebruari2009;

Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu

Salinan Putusan  Mahkmah  Agung RI Reg.  No.  :

855K/PDT/2005 tar^gal 8 Marat 20O6 ;

Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu

Kwitansi untuk panjar pembayaran biaya Peninjauan Kembtdi

No. 331/Pdt.G/2002/PN.Mdo. antara Raun Konda RoUnsulu

lawan J.A. Mononutu tanggal 25 Juli 2006;

Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu

Akta Pernyataan  Pennohonan Peninjauan Kembali No.

331/Pdt.G/2002^N.Mdo.;

Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu

Tanda Terima Pennohonan Penipjsuan Kembali No.

331/PdLG/2002/PN.Mdo.;

Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu

Memori  Peninjauan  Kembali   No.  033/HPP  law
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Firm/MPK/Vn/2006 tanggal 11 Mi 2006 atas Putusan Kasasl

Mahkamah Agung No. 855/K^^ dt/2005 tanggal 8 Marct 2006;

Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu

Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Jawaban atas

Pennohonan Peninjauan KembaU No. 331/Pdt.G/2002/

PN.Mdo.;

Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu

Surat dari Pengadilan Negeri Manado Nomor : W19-

U1/661/HK.O2/X/20O7 perihal kelengkapan bcrkas perkara

pennohonan Peninjauan Kembali atas nama Raun Konda

Rotinsulu, dk. No. 331/PdtG/2002/PN.Mdo. yang ditujukan

kepada Panitera Mahkamah Agung RI;

Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu

Putusan Reg. No. : 258PK/PdL/1998 Perkara Peninjauan

Kembali antara dr. Tjandra Husada, dkk melawan Pingkan

Wudawan Rotinsulu, dkk.;

Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu

Akte Kematian Gustaf Samuel Nicolaas Rotinsulu No.

69/JS/1982 tan^al 27 Agustus 1982;

Fotocopy dari fbto copy yang telah dilegalisir, yaitu Dattor

Silsilah Keturunan Gustaf Willient Rotinsulu yang dibuat di

Jakarta tanggal 4 Desember 1984;

Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu

Surat Keterangan Waris yang ditandatangani oleh Camat

Kebayoran Bant No. 21/1.711.1 bulan Januari 2005 dan oleh

Lut^t SelongNo. 84/1.711.1 tai^gal 25 Januari 2005;

Fotocopy sesuai dengan fotocopy, yaitu Salinan Resroi

^^tetapan Petkata Petdata No. 1011/JS/1983 P. tanggal 7

Nopember 1983 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas

nama Pemohon Gustaf Willem Rotinsulu;

: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan

Laporan Kepolisian Resort Minabasa Utara tertanggal 14

Pebruari 2009, No. Pol. : STPLJ162/ /I1/2009/SPK/RBS.

Minut;
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uktiP31 : FotocopysesuaidenganaslinyaSuratPennohonan dariKuasa

Penggugat tertanggal 6 Pebruari 2009, Nomor 009/HPPLaw

Firm/SK/II/2009 perihal pennohonan pencabutan SHM

Nomor 709, 710 Desa Watulumoo dan No. 1364 Desa

Kawangkoan;

ukti P 22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pennohonan dari Kuasa

Penggugat tertanggal 6 Pebruari 2009, Nomor

008/HPPLawFirm /SK/H/2009 perihal pennohonan

pencabutan SHM Nomor 709, 710 Desa Watutumou dan No,

1364 Desa Kawangkoan;

ukti P 23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung RI

perkara Peninjauan Kembali Perdata, Nomor 258/PK/Pdf 1998;

rukti P 24 : Foto copy dari foto copy Surat tanda pengecekan Sertiflkat

Hak Milik Nomor 58 dan Sertifikat Hak Milk Nomor 59

tertanggal 24 Nopember 2008, An Pemohon O. Gerald

Rotinsulu;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk memBuktikan jawabannya telah

a Bukti- Bukti surat yang telab disesuaikan dengan aslinya dan telah

diberi meterai cukup yang telah ditandm dengan T-l sampai dengan T-88 Bukti -

Bukti tcrsebut berupa:

1.Bukti T- 1

Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 709/Dcsa

Watutumou telah dimeteraikan cukup;

2.Bukti T - 2

Foto copy sesuai dengan aslinya Peimohonan Pengakuan Hak Milik No.

709?Desa Watutumou tanggal 16 Juni 2006 telah dimeteraikan cuki^>;

3.Bukti T- 3

Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Penclitian Data Yuridis dan Penetapan

Batas tanggal 7 September 2006 telah dimeteraikan cukup;

4.Bukti T - 4

Foto copy sesuai dengan aslinya Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.

630/ 67 / Peng/VI / 2006 tanggal 19 Juni 2006 telab dimeteraikan cukup ;

5.Bukti   T - 5
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Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Balasan Pengumuman No.

205/SK/DWD/DC 2006 tanggal 28 Agustus 2006 telah dimeteraikan cukup ;

6.Bukti T- 6

Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acaia Pengesahan Pengumuman Data

Fisik dan Data Yuridis No. 430. / BAP/KP.MIN/2OQ6 tanggal 7 September

2006telah dimeteraikan cukup ;

7.Bukti T- 7
Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah " A " No.

67 / PA / PW-BPN / MINUT / 2006 tanggal 19 Juni 2006 telah dimeteraikan

cukup ;.

8.Bukti T- 8

Foto copy seauai dengan aslinya Surat Pemyataan Kesaksian Tentang Riwayat

Tanah tanggal 16 Juni 2006 telah dimeteraikan cukup ;.

9.Bukti T - 9

Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Dokumen Kantor

Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara tanggal 3 April 2006 telah dimateraikan

10.Bukti    T - 10

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tugas Pemeriksaan Tanah No. 033 /96a

/ 6 / 2006 tanggal 21 Juni 2006 telah dimeteraikan cukup.

11.Bukti   T - 11
Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Aspek Pengaturan Penguasaan Tanah

No. 119/PA.PPT 2006 tanggal 21 Juni 2006 telah dimeteraikan cukup;

12.Bukti   T -  12

Foto Copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 855 K / Pdt / 2005

tanggal 8 Maret 2005 telah dimeteraikan cukup.

13.Bukti    T -  13

Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak MIlik No. 722/Watutumou

atas nama Jimmy Tombokan telah dimeteraikan cukup.

14.Bukti       T - 14

Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 730/Watutumou

atas nama Johan Araoldus Mononutu telah dimeteraikan cukup.

15.Bukti        T -15

Foto copy sesuai dengan aslinya Formutir Pennohonan 001 tanggal 3 Agustus

2007alas nama Johan Amoldus Mononutu telab dimeteraikan cukup.
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16.Bukti      T - 16
Foto copy scsuai dengan aslinya Peimohonan Pemisahan langgal 3 Agostus

2007 atas nania Johan Arnoldus Mononutu telah dimeteraikan cukup.

17.Bukti     T -17
Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran tanggal 3 Agustus 2007

atas nama Johan Amoldus Mononutu telah dimeteraikan cukup.

18.Bukti    T -18
Foto copy sesuai dengan aslinya copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah

Setor (SPS) tanggal 3 Agustus 2007 atas nama Johan Amoldus Mononutu telah

dimetetaikan cukup.

19.Bukti     T -  19

Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No. 449 / Kalawat / 2007

tanggal 11 Juli 2007 yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Grace

Sophia Judy Sarendatu, SH telah ditnateraikan cukup;

20.Bukti T - 20

Foto copy sesuai dengan aslinya SSB telah dimeteraikan cukup;

21.Bukti   T - 21

Foto dari foto copy Identitas (KTP) atas nama Midiarto Widjaya dan Johan

Amoldus Mononutu telah dimeteraikan cukup;

22.Bukti   T - 22

Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Mitik No. 731/Desa

Watutumou atas nama Benny Budiman telah dimeteraikan cukup

23.Bukti    T -  23

Foto copy sesuai dengan aslinya Formulh Permohonan 001 telah dimeteraikan

24.Bukti      T - 24

Foto copy sesuai dengan aslinya Pennohonan Pendaflaran Hak Tanggungan

No. B - 038/0507/MDO tanggal 8 Mei 2007 telah dimeteraikan cukup

25.Bukti      T - 25

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

No. 06 tanggal 8 Met 2007 telah dimetetaikan cukup

26.Bukti      T - 26

Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran tanggal 26 November

2007 telah dimeteraikan cukup

27.Bukti      T -  27

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
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Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Setot (SPS) langgal 26

November 2007 telah dimeteraikan cukup

28.  Bukti      T  - 28

Foto copy sesuai dengan aslinya Bufcu Tanah Hak Milik No. 05/Watutumou

atas nama Midiarto Widjaya telah dimeteraikan cukup

29  Bukti   T  -  29

Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 766/Watutumou

atas nama Vena Waworuntu telah dimeteraikan cukup

30.Bukti      T -  30

Foto copy sesuai dengan aslinya Disposisi Kepala Kantoi No. 185 / 2007

tanggal 15 November 2007 telah dimeteraikan cukup

31.Bukti      T - 31

Foto copy sesuai dengan aslinya Fonnulir Permohonan 001 telah dimeteraikan

cukup

32.Bukti      T -  32

Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan atas nama Vena Wawonmtu

tanggal 15 November 2007 telah dimeteraikan cukup

33.Bukti       T -  33

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemyataan Calon Penerima Hak tanggal

15 November 2007 teiah dimeteraikan cuki^>

34.Bukti      T - 34

Foto copy sesuai dengan aslinya SSB telah dimeteraikan cukup

35.Bukti      T - 35

Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran tanggal 15 November

2007 telah dimeteraikan cukup

36.Bukti       T -  36

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Setor (SPS) atas nama Vena

Waworuntu tanggal 15 November 2007 telah dimeteraikan cukup;

37.Bukti      T ^ 37

Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No. 108/JB/KWT/IX-2007.-

tanggal 20 September 2007 Yang Dihuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

Wilayah Kecamatan Kalawat Antolus Daud Woloyan, SSTP. telah

dimeteraikan cukup

38.Bukti     T  - 38

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
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Foto copy sesuai dengan aalinya Buku Tanah Hak Milik No. 710/Deaa

Watutumou telah dimeteraikan cukup.

39.Bukd  T  - 39
Foto copy sesuai dengan aslinya Petmohonan Peagakuan Hak Milik No.

710?Desa Watutumou tanggal 16 Juni 2006 telah dimeteraikan cukup.

40.Buktl     T  - 3

Foto copy sesuai dengan aslinya Rlsalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan

Batas tanggal 7 September 2006 telah dimeteraikan cukup

41.Bukti     T - 41

Foto copy sesuai dengan aslinya Pcngumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.

630 / 68 / Peng / VI / 2006 tanggal 19 Juni 2006 telah dimeteraikan cukup.

42.Bukti      T - 42
Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Balasan Pengumuman No.

204 / SK / DWD / IX. 2006 tanggal 13 Agustus 2006 telah dimeteraikan cukup.

43.Bukti      T - 43

Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data

Fisik dan Data Yuridis No. 428. / BAP/KP.MIN/2006 tanggal 7 September

2006 telah dimeteraikan cukup.

44.Bukti   T -  44
Foto copy sesuai dengan asiinya Risalah Panitta Pemeriksaan Tanah "A" No.

68 / PA / PW-BPN / MINUT / 2006 tanggal 19 Juni 2006 telah dimeteraikan

cukup.

45.Bukti       T - 45

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dan Yoko Vena Mokoagow

kepada Meytiiin Kaudis tanggal 21 September 2007 telah dimateraikan cukup

46.Bukti      T - 46

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tugas Pengukutan No. 033 / 96 /06

/2006 tanggal 21 Juni 2006 telah dimeteraikan cukup.

47.Bukti     T - 47

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tugas Pemeriksaan Tanah No. 033 /96a

/ 6 /  2006 tanggal 21 Juni 2006 telah dimeteraikan cukup.

48.Bukti      T - 48

Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Aspek Pengaturan Penguasaan Tanah

No. 118/PA.PPT 2006 tanggal 21 Juni 2006 telah dimeteraikan cukup

49.Bukti      T -  49

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
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Foto Copy dan foto copy Putusan Mahkamah Agung SI No. 855 K / Pdt /  2005

tanggal 8 Maret 2005 teiah dhneteraikan cukup.

50.Bukii   T -  50

Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Mitik No. 723/Watutumou

atas nama Hendriata M Wullur telah dimeteraikan cukup.

51.Bukti      T -  51

Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 03/Watutumou D

atas nama Daiianus Lungguk Sitorus telah dimeteraikan cukup.

52.Bukti        T - 52

Foto copy sesuai dengan aslinya Fommlir Pennohonan 001 No. 222/2007

tanggal 4 Desember 2007 telah dimeteraikan cukup.

53.Bukti      T - 53

Foto copy sesuai dengan aslinya Pennohonan Pemisahan tanggal 28 September

2O07 telah dimeteraikan cukup.

54.Bukti      T - 54

Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayatan tanggal 4 Desember

2007 telah dimeteraikan cukup.

55.Bukti      T -  55

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Setor (SPS) tanggal 4

Desember 2007 telah dimeteraikan cukup.

56.Bukd     T -  56

Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No. 785.1 / 2007 tanggal 21

September 2007 yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Grace Sophia

Judy Sarendatu, SH telah dimateraikan cukup

57.Bukti     T - 57

Foto copy sesuai dengan aslinya SSP telah dimeteraikan cukup

58.Bukti      T -  58

Foto Copy dari foto copy Idenfitas (KTP) alas nama Yoko Verra Mokoagow,

Johny Saerang, Hendriata M. Wullur telah dimeteraikan cukup

59.Bukti     T -  59

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa tanggal 15 Agustus 2007 telah

dimeteraikan cukup

60.Bukti     T -  60

Foto copy dari ftrto copy Buku Tanah Hak Milik No. 04/Watutumou atas nama

Sylvia Mogot telah dimeteraikan cukup.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61
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61.Bukti  T - 61

Foto copy sexual dengan aslinya Kwitansi Pembayanut taoggal 17 Januari

2008 telab dimeteraikan cukup.

62.Bukti      T - 62

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Setor (SPS) tanggal 17 Januari

2008 telah duneteraikan cukup.

63.Bukti     T - 63

Foto copy sesuai dengan aslinya Disposal Kepala Kantor tanggal 17 Januari

2008 telah dimateraikan cukup.

64.Bukti     T - 64

Foto copy sesuai dengan aslinya Formulir Pertnohonan 001 telah diraeteraikan

cukup.

65.Bukti      T - 65

Foto copy sesuai dengan aslinya Pennohonan telah dimetesaikan cukup.

66.Bukti     T - 66

Foto copy sesuai dengan aslinya Berlin Acara Buku Tenah Hilang tanggal 17

Januari 2008 telah dimeteraikan cukup.

67.Bukti      T - 67

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa tanggal 2 Januari 2008 telah

dimeteraikan cukup.

68.Bukti        T - 68

Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No. 97 / JB.KWT / VIII- 2007

tanggal 24 Agustus 2007 yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

Wilayah Kecamatan Amolus Daud Woluyan, SSTP. telah dimateraikan cukup

69.Bukti  T - 69

Foto copy sesuai dengan aslinya SSB telah dimeteraikan cukup

70.Bukri   T - 70

Foto Copy dan foto copy Identftas (KTP) atas name Sylvia Mogot, dna

Mendriata M. Wullur telah dimeteraikan cukup

71.Bukti     T • 71

Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Millk No. 729/Watuturaou

atas nama Agus Susanto telah dimetetaikan cukup.

72.Bukti     T •  72

Foto copy sesuai dengan aslinya Fommlir Pormohonan 001 No. 72/2009

tanggal 6 Pebruari 2009 atas nama Agus Susanto tetah dimeteraikan cukup.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62
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73.Bukti      T -  73

Foto copy sesuai dengan aslinya Disposisi Kepala Kantor tanggal 6 Pebruari

2009 telah dimateraikan cukup.

74.Bukti     T -  74

Foto Copy Surat Pembatalan tanggal 2 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Pejabat

Pembuat Akta Tanah Sementara Wilayah Kecamatan Kalawat Amoldus Daud

Wolajan. SSTP. telah dimaterailtan cukup.

75.Bukti     T - 75

Foto copy sesuai dengan aslinya SSB telah dimeteraikan cukup.

76.Bukti      T - 76

Foto copy aesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pajak No. 118 / SKP / DW

- II /  II-09 telah dimeteraikan cukup.

77.Bukti      T - 77

Foto Copy dari foto copy Identitas (KTP) atas nama Agus Susanto, dan Johan

Arnoldus Mononutu telah dimeteraikan cukup

78.Bukti      T -  78

Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Belt No. 08 / JB.KWT / II- 2009

tanggal 4 Pebruari 2009 yang di buat oleh Pcjabat Pembuat Akta Tanah

Wilayah Kecamatan Atnolus Daud Woluyan, SSTP. telah dimaieraikan cukup

79.Bukti       T - 79

Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran tanggal 5 Pebruari 2009

telah dimeteraikan cukup.

80.Bukti      T -   80

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Setor (SPS) tanggal 6 Pebruari

2009 telah dimeteraikan cukup;

81.Bukti      T - 81

Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pencabutan Sita Janiinan No.

331/Pdt.G/2002/PN. Mdo tanggal 12 Juni 2006 telah dimateraikan cukup;

82  Bukti   T •  82

Foto copy sesuai aslinya SPPT PBB tahun 2007 atas nama Hendriata Magda

S.W telah dimateraikan cukup.

83.Bukti T - 83

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 787/Watutumou/2006 telah

dimateraikan cukup;

84.Bukri T- 84

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63
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Foto copy sesuai dengsn aslinya Surat Ukur Nomor 788/Watutumou/2006 telah

dimateraikan cukup;

85.Bukti T - 85

Foto copy sesuai dengsn aslinya Surat Ukur Nomor 808/Watutumou/2007 telah

dimateraikan cukup;

86.Bukti T- 86

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 807/Watutumou/2006 telah

dimatenukan cukup;

87.Bukti T-87

Foto Copy sesuai asliuya Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Wamtumou/2006

yang telah dimeteraikan cukup;

88.Bukti -88 Foto copy sertipikat Hak Milik Nomor 710/ Watuturoou /2006 yang

telah dimeteraikan cukup;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi I telah mengajukan l(satu)

Bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterei cukup

yang ditandai dengan:

Bukti T.lLInt.l  -1 yaitti : Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegaiisir,

yaitu Sertifikat Hak Milik No. 723/Watutumou/2007,

Luas 65.822 M2 An. Hendiiata M. Wullur;

Menirabeng, bahwa pihak Tergugst II Intervensi 11 telah mengajukan l(satu)

Bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup

yang ditandai dengan Bukti T.ILInt, II ^1 yaitu berupa:

Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 729/Watutumou An.

AgusSusanto;

Mettimbang, bahwa pihak Tergugat n Interven^! HI telah mengajukan Bukti

surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup yang

ditandai dengan Til Intervensi m-TIIIntervensi 12c yaitu berupa:

1. Bakti T-ILIntm -1   : Fotocopy aesuai dengan aslinya Salman Putusan

Pengadilan Negeri Manado Nomor 331/PdtG/2002/

PN.MDO. tanggal 15 September 2003 antara Johan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64
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Araoldus Mononutu / Penggugst melawan Raun Konda

Rotinsulu, dkk / Tergugat;

2.Bukti T.D.Int. DI - 2 : Fotocopy  sesuai  dengan aslinya  Salman Putusan

Pengadilan Tinggi Manado Nomor 49/Pdt/2004/

PT.MDO. langgal 7 Juni 2004 antara Johan Amoldus

Mononutu / Penggugat/Terbanding melawan Raun

Konda Rotinsulu dkk / Tergugat/Pembanding;

3.Bukti T.D.Int. ID - 3 : Foto copy sesuai  dengan aslinya Salinan Putusan

Nahkamah Agung RI. Nomor 855K/Pdt/2O05 tanggal 8

Maret 2006 antaia Johan Amoldus Mononutu /

PenggugabTerbanding/Pemohon Kasasi melawan Raun

Konda Rotinsulu dkk / Tetgugat/Pembanding/Tennohon

Kasasi;

4.Bukti T.n.Intffl^4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik

Nomor 730 Sisa/Watutumou An. Johan Amoldus

Mononutu;

5.Bukti T.II.lnt. ID - 5 : Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor

1364/Desa Kawagkoan An. Johan Amoldus Mononutu;

6.Bukti T.D.Int. Ill - 6 : Berita  Acara  Pencabutan  Sita  Jaminan  Nomor

331/Pdt.G/2002/PN.Mdo. tgl 12 Juni 2006

7.BuktiT.U.Int.ni-7 : KontraMemoriPeninjausmKembali;

8.BuktiT.n.int.OI~8a: Surat Penjualan Kebun Kelapa Tetempangan antara

tuan Essau Rotinsulu dengan tuan Jan Hendrik

Mononutu;

9.Bukti TJIIntm - 8b:  Coppie ColMonee dari Surat Penjualan antara tuan

Essau Rotinsulu dengan tuan Jan Hendrik Mononutu

10.BuktiTJI.Int.in-9 : SuratSewa-MenyewaTahun 1911;

ll.BuktiT.n.Int.IU~10:  Surat Pemeriksaan Tanah Sengketa olrfi Panhera

Pengadilan Negeri Manado tanggal 7 September 1954;

12.Bukti T.UJntra -lla;  Coppie ColMonee Surat Penyewaan Kebun Kel^ia

Tahunl972;

13.Bukti T.E.Intm -lib: Coppie Collationee / Surat Kuasa dari Alexander Andries

Ticoalu kepada HJL Ticoalu untuk raet^urus kebun

kelapa di Tetempangan
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Menimbang, bahwa daiam peikara ini telah di adakan penteriksaan setempat

dan pemeriksaan bundel buku tanah di tempat kedudukan Tergugat yaitu pada hari

Kantis titnggal 23 Juli 2009 yang telah teimuat dalam berita acara persidangan;

14.Bukti T.O.IntlU -12a : Buku Register Tanah District Maumbie yang disahkan

oieh Hukum Tua;

15.Bukti TJl.hrt. 01 -12b: Buku Register Tanah District Maumbie yang disahkan

oleh Hukum Tua;

16.BuktiT.O.InUII-12c  : Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Po. : STPL/

663/VI/2009/SPK/Res.Minut;

Menimbang, hahwa pihak Tergugat 0 Intervensi IV telah mengajukan l(satu)

Bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup

yang ditandai dengan TU.Intervensi IV-1 yaitu berupa:

Fotocopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 03 Watutumou 0 An.

DarianusLungguk Sitorus;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat 0 Intervensi V telah mengajukan l(satu)

Bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup

yang ditandai dengan T. O Intervensi V yaitu berupa:

Fotocopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 731/ Watutumou II An.

Benny Budiman;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi VI telah mengajukan l(satu)

Bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup

yang ditandai dengan TO Intervensi VI yaitu berupa:

Fotocopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 05/ Watutumou 0 An.

Midiarto Wijaya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat 0 Intervensi VO telah raengajukan

l(satu) Bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai

cukup yang ditandai dengan T .DIntervensi VII yaitu berupa:

Fotocopi sesuai dengan asiinya Sertifikat Hak Milik Nomor 766/ Watutumou An.

VerraWav
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TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dan para Tergugat H Intervensi 1,11, DI, IV,

V,VI dan Vn dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 20 April 2009 dan

tanggal 18 Mei 2009 telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan

bahwa:

1.Gugalan Penggugat tidak tennasuk dalam pengetian keputusan Tata Usaha

Negara karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil

pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

2.Penggugat tidak ada lagi kepentingan yang dirugikan karena Penerbitan

SertipitatHakMilikNo.709dan710 atasnamaJohanAmodusMononiBu

adalah didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI, Reg No. 855

K/PDT/2005 tanggai 8 Marat 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap;

3.Gugalan Penggugat kabur karena kedua Sertipikat Hak Milik No. 58/1980 dan

Sertipikat Hak Milik no. 59 atas nama Gustaf Setnuel Nicolas Rotinsulu jika

dtteliti  kedua Sertipikat     tetsebnt terdapat    kejanggalan dimana tetdapat

perbedaan tahun penerbitan Sertipikat dan pencatatan nama pemegang hak Milik

No. 58/1980 atas nama Gustaf Semuei  Arcolas  Rotinsulu dan Hak Milik

No.59/1980 atas nama Gustaf Semuel Nicolas Rotinsulu;

Menimbang, bahwa ketiga Eksepsi tersebut diatas M^elis Hakim akan

ai bcrikut:

Menirabang para pihak sudah tidak adalagi yang ingjn disampaikan dan

mkepada Msyelis Hakim untuk putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak masing - masing telah mengajukan

18Agustus2OO9;

Menirabang, bahwa para pihak tidak mengfyukan Bukti saksi karena sudab

menganggap sudah cukup dengan Bukti surat;
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Menimbai^, bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

menentukan pengajuan gugatan dihitung sejak saat diterimanya Keputusan atau

diumtunkan, akan tet^ii para Pei^gugat dalam setketa ini bukanlah pihak ymg

diluju langsung oleh Keputusan in litis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

perhitungan tenggang waktu dihitung sejak saat diberitahukan surat keputusan yang

menjadi objek sengketa;

- Bahwa terbadap Eksepsi pertama dan kedua setelah Majelis Hakim

tnempelajari eksepsi tetsebut adalah merupakan bogian dari mateti pokok

perkara dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbsng, bahwa eksepsi ketiga Majelis hakim akan mempertimbangkan

bahwa perbedaan pemtlisan nama dalam Sertipikat No.58/1980 atas nama Gustaf

Semuel Arcolas Rotinsulu dan Sertipikal No. 59/1980 Penulisan Gustaf Semuel

Nicolas Rotinsulu teisebut sesungguhnya adalah kesaiaban Penulisan oleh

Tergugat sendiri dan Majelis Hakim telah menanyakan kepada salah satu

Penggugat dalam persidangan mengatakan bahwa penulisan Areolas adalah

kesatahan pengetikan dan sesuai dengan Bvtkti P-l bahwa dalam surat ukur

penunjukan dan penetapan batas -batas tanah telah ditunjuk oleh Gustaf Semuel

Nicolas Rotinsulu dengan demikian eksepsi ketiga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa teihadap eksepsi lainnya Majelis Hakim berkesintpulan

bahwa eksepsi teisebut tidak bersifat ekseptif sehingga patut untuk dinyatakan tidak

dz^at ditcrimat

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis

Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat diajukan

masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh ) hari sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 55 Undang-undangNonwr 5 Tafaun 1986;

Menimbang, bahwa kedudukan para Penggugat teritadop obyek sengketa

adalah jelas selaku pihak ketiga, karena obyek sengketa teraebut ditujukan kepada

paraTergt^at D Intervensi I, II, QI, IV, V.VI, VII dan VHI;
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Menhnbang, bahwa para Penggugat roendalilkan dalam gugatannya bahwa

para Penggugat mengetahui Sertipikat Hak Milik yang mejadi obyck scngketa

melalui Swat Keterangan yang disampaikan oleh Tergugat kepada para Penggugat

yaitu swat keterangan Pendaftaran tanah nomor 600-321 dan nomor 600-322

tertanggal 1 Desember 2008 dan hash penelitian dilapangan bidang tanah tersebut

telah dikuasai oleh pihak lain dan temyata tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat

Hak Milik No. 709. Dan 710 atas nama Johan Amoldus Mononutu (Vide Bukti

T87—dan T88) dan di dalam pemetiksaan persiapan tanggal 13 Maret 2009 sesuai

keterangan dari Tergugat bahwa tanah dengan Sertipikat 709 dan Sertipikat 710 atas

nama Johan Arnoldus Mononutu telah dipisahkan dan telah beralih kepada pihak

lain;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat maupun

para Tergugat II Intervensi tidak membantah dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tetUnggal 23 Marot 2009 telah

didaftar di pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan register No.

11/G/2009/PTUN Mdo pada tanggal 23 Febriari 2009 sehingga pengajuan gugatan

para Penggugat belwn melampaui tenggang waktu 90 (sembilan pulnh ) hari dari

tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan gugatan didaftarkan pada tanggal 23

Pebruari 20O9 dengan demikian secara forma] gugatan para Penggugat telah

memenuhi syarnt sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

DALAM POKOK PERKAHA

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya

menyatakan batal objek- objek sengketa yaituberupa sertipikat;

1.Hak Milik No. 722 / Desa Watutumou

Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006

No. 807/Watutumou/2006

Luas : 7.500 m1 Atas nama: Jimmy Tombokan.

2.Hak Milik No. 723/Desa Watutumou

Swat Ukur Tanggal 22 Januari 2007

ru/2007
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Luas: 65.822 m* Atas nama; Hendriata M. Wuilur

3.Hak Milik No. 729/Desa Watutumou

Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007

No.809/Watutumou/2007

Luas : 300 mJ Atas nama: Agus Susanto

4.HakMilikNo.730/DesaWatutumouH

Surat Ukur Tanggal 3 i Januari 2007

No. 810/Watutumou 11/2007

Luas : 69.945 m1 Atas nama: Johan Arnoldus Mononutu

5.HakMilikNo.03/DcsaWatutumouD

Surat Ukur Tanggal 3 Agustus 2007

No. 02/Watutumou 0/2007

Luas : 60.000 m' Atas nama: Darianus Lungguk Sitorus

6.HakMilikNo.04/DcsaWatutumouII

Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007

No. 03 / Watutumou U i 2007

Luas: 1.974 m1 Atas nama: Hendriata M.Wutlur

7.Hak Milik No. 731/Desa Watutumou

Surat Ukur Tanggal 05 Pebniari 2007

No. 811/Watutumou/2007

Luas: 3.000 m1 Atas nama: Benny Budiman

8.Hak Milik No. 05 /Desa Watutumou II

Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007

No. 04 / Watutumou II /  2007

Luas: 24.500 m" Atas nama: Midiarto Wijaya

9.Hak Milik No. 766/Desa Watutumou

Surat Ukur Tanggal 15 Nopember 2007

No. 839/Watutumou/2007

Luas: 4.000 ms Atas nama: Verra Waworuntu

Karena penerbitannya berientanggan dengan peiaturan pemndang ~ undangan yang

berlaku yaitu PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan telab melanggar

azas - azas umum pemerintahan yang balk khususnya azas Kepastian hokum,

keterbukaan dan Azas kecennatan, karena ditanah yang dtterbitkan objek - objek

sengketa sebelumnya telah ada sertiiikat hak milik no. 58 dan 59 tahun 1980 desa
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Maumbi atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu yang masih eksis sampai

sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugal dan

para Tergugat II Intervensi masing — masing teiah menanggapinya dalam sucat

jawabannya yang pada pokoknya menyalakan bahwa penerbitan objek - objek

sengketa telah sesuai dengan peratuian perundang - undangan yang berlaku dan

tidak melanggar azas - azas umum pemerintahan yang baik karena peneibilan objek

- objek sengketa yang bennula dan diterbitkannya sertifikat hak milik no. 709 dan

710 / Watutumou atas nama Johan Amoldus Mononutu berdasarkan putusan

Mahkamah Agung RI Reg.No. 855 K/PDT/2005/PT.Mdo tertanggal 8 Maret 2006

dan telah men^mnyai kekuatan hnkum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pemegang objek sengketa yaitu

sertipikat Hak Milik No. 722/Desa Watutumou Surat Ukur tanggal 14 Desember

2006 No. 807/Watutumou /2006 atas nama Jimmy Tombokan tidak menggunakan

haknya untuk menjadi pihak dalam perkara ini untuk mempertahankan haknya

walaupun sudah diberikan kesempatan secara patut dalam hukum acara, sehingga

walaupun Jimmy Tombokan tidak masuk sebagai pihak dalam peikara ini namun

Majelis tctap akan mempertimbangkan dalam putusan ini objek sengketa atas nama

Jimmy Tombokan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban dari

pihak Tergugat serta Para Tergugat II Intervensi, maka Majelis berpendapat bahwa

yang menj adi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah:

1.Apakah benar Tergugat telah meneibitkan objek - objek sengketa ditanah

yang lokasinya sama dengan sertifikat hak milik no. 58 dan 59 tahnn 1980

Desa Maumbi atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu;

2.Apakah tindakan Tergugat dalam meneibitkan objek- objek sengketa

telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan

telah sesuai pula dengan azas - azas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menjawab kedua pennasalahan teraebut Majelis

Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:
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Bahwa dalam persidangan pedcani in casu telah terungkap fekta - fekta

m sebagi berikut:

-Bahwa Penggugat adalah abii waris dari Gustaf Samuei Nicolas Rotinsulu

( Bukti P-18)

-Bahwa Gustaf Samuel Nicolas Rotinsutu memiliki tanah kebun atau

pertanian dengan sertifikat Hak Milik No. 58/1980, surat ukur /gambar

situasi tanggal 4 Juni 1980 No.1116/ tahun 1980 seluas 89. 500M^ dan

sertipikat Hak Milik No. 59 /1980,surat ukur/gambar situasi tanggal 4

Juni 1980 No. 1117tahun 1980 seluas 59.500M1 (Bukti P-ldan P-2)

-Bahwa di tanah yang dimaksud dalam sertipikat no. 58 dan 59 tahun 1980

atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu tahun 2004 telah teijadi

sengketa Perdata antara Johan Arnoldus Mononutu sebagai Penggugat

melawan Raun Konda Rotinsulu Dkk sobagai Tergugat dimana sengketa

tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam tahap kasasi dengan

nomor register 855 K/ PDT/ 2005 tertanggal 8 Maret 2006 yang amamya

antara  lain menyatakan mengabulkan  gugatan Penggugat   untak

seluruhnya,( vide Bukti P-8 ^ Bukti Til IntIII-3);

-Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut Johan Amoldus

Mononutu (Tergugat D Intervensi) telah mengajukan pennohonan untuk

diterbilkan sertipikat hak milik (Bukti T-2)

-Bahwa pihak Raun Konda Rotinsulu dkk telah mengajukan Peninjauan

Kembaii terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut (Bukti P-9 sampai

dengan P-13);

-Bahwa terhadap pennohonan Johan Amoldus Mononutu ( Tergugat H

Intervensi ) tersebut di atas pihak Tergugat telah menerbitkan sertipikat

Hak Milik No. 709 dan 710 tahun 2006 tertanggal 4 Juli 2006 atas nama

Johan Arnoldus Mononutu ( Bukti T-86 dan T-87 ) dan kemudian kedua

sertipikat tersebut telah dipecah — pecahkan atau dialihkan sehingga sisa

dari pemecahan - pemecahan telah dilebur dimana sertipikat -sertipikat

tersebut mepjadi objek- objek sengketa dalam perkara ini objek - objek

sengketa tersebut adalah sebagai berikut:

l.Hak MUik No. 722 / Desa Watutumou

Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006

No. 807 / Watutumou / 2006

Luas: 7.500 m5 - (Pemisahan dari M. 709 / Watutumou)
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Atas nama: Jimmy Tombokan.

2.Hak Milik No. 723 / Desa Watutumou

Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007

No.808/Watntumou/20Q7

Luas :  65.822m!-(PemisahandariM 710/ Watutumou)

Atas nama : HendriataM. Wullur

3.Hak Milik No. 729 / Desa Watutumou

Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007

No. 809/Watutumou/2007

Luas : 300 m1 - ( Pemisahan dari   Sertifikat Hak Milik No. 710

/Watutumou)

Atas nama: Agus Susanto

4.Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou II

Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007

No. 810 / Watutumou II / 2007

Luas : 69.945 m' - (Penggabungan dari SHM. No. 709 dan SHM. No.

710 / atas nama Johan Amoldus Mononutu)

Atas nama: Johan Arnoldus Mononutu

5.Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou II

Surat Ukur Tanggal 3 Agustus 2007

No. 02/Watutumou n/2007

Luas : 60.000 m= - ( Pcmisahan dari Sertipikat Hak Milik No.723 /

Watutumou)

Atas nama: Darianus Lungguk Sitorus

6.Hak Milik No. 04 / Desa Watutumou II

Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007

No. 03 / Watutumou H / 2007

Luas  :  1.974 m1 -   (   Pemisahan dari Sertipikat  Hak Milik

No.723/Watutumou)

Atas nama : Hendriata M. Wullur

7.Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou

Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2007

No. 811 / Watutumou / 2007

Luas: 3.000 m1 -< Pemecahan / Pemisahan / SHMJ-JO. 730 )

Atas nama: Benny Budiman

Disclaimer
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8Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou II

Swat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007

No. 04 / Watutumou II /  2007

Luas : 24.500 m1 - ( Pemisahan dari Hak Milik No. 730 aisa /

Watutumou - sekarang Watutumou II)

Atas nama: Midiarto Wijaya

9.Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou

Swat Ukur Tanggal 15 Nopembet 2007

No. 839/Watutumou/2007

Luas : 4.000 m1

Atas nama: Vena Wawonwtu

-Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2008 pihak Penggugat telab

mengajukan permohonan pengecekan Sertipikat No. 58 dan 59 /Maumbi

atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotmsulu oleh saudara G. Gerald

Rotinsulu di kantor Feitanahan Kabupaten Minahasa Utara ( vide Bukti

P-3);

-Bahwa terhadap pengecekan tersebut telah dijawab oleh Tergugat secara

tertulis metalui suratnya nomor 600-321 dan 600-322 tertanggal  1

Desember 2008 yang intinya menyatakan sertipikat dimaksud tidak ada

dalam pencatatan pendaftaran tanah dan tanah yang di ntaksud telah

dikuaaai pihak lain (P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mengadakan pemedksaan setempat hal

mana lokasi sertipikat hak milik No. 58 dan 59 tahun 1980 atas nama Gustaf Samuel

Nicolas Rotinsulu dan sertipikat Hak milik No. 709 dan 710 atas nama Johan

Arnoldus Mononutu yang merupakan induk dari objek - objek sengketa tersebut di

atas ,pihak Penggugat dalam pemeriksaan setempat tersebut telah menunjuk tetak

lokasi sertipikat 58 dan 59 atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu dan pihak

Tergugat dan Kuasa para Tergugat II Intervensi menunjuk lokasi tanah sertipikat

Hak Milik No. 709 dan 710 alas nama Johan Amoldus Mononutu yang merupakan

induk dari objek-objek sengketa tersebut pada lokasi tanah yangsama;

Menimbang. bahwa Majelis juga telah melihat langsung di kantor Tergugat

untuk melihat bundel buku tanah dari nomor 1 sampai 100 dan dalam bundel Buku

Tanah tidak ditemukanberkas-berkas sertipikat Hak milikNo. 58 dan 59 atas nama

Disclaimer
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Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu,dan hanya ada terdapat secarik kertas yang tertulis

" no. 58 dan 59 dalam proses pengadrlan tertanggal 20 bulan 6 lahun 2003 " ( Bukti

P-24);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakla - fakta hukum leisebut di alas, maka

permasalahan yang pertama yaitu " apakah benar Tergugat telah menerbilkan objek -

objek sengketa dilanah yang lokasinya sama dengan sertifikflt hak milik no. 58 dan

59 tahun 1980 Desa Maumbi alas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu" telah

terjawab bahwa jelas terBukti Pihak Tetgugat telah menerbitkan scrtipikat hak milik

no. 709 dan 710 tahun 2006 tertanggal 4 Juli 2006 alas nama Johan Amoldus

Mononutu ( Bukti T-86 dan T-87 ) yang merupakan induk dari objek - objek

sengketa di lokasi tanah yang sama dengan sertipikat No. 58 dan 59 alas nama Gustaf

Samuel Nicolas Rotinsulu berdasarkan persidangan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan yang kedua yaitu

"Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek- objek sengketa telah sesuai

dengan peraturan pemndang - undangan yang berlaku dan telah sesuai pula dengan

azas - azas utmun pemerintahan yang baik khususnya azas kepastian

hukum,kcterbukaan dan kecennatan";

Menimbang, bahwa untuk menjawab petmasaiahan tersebut di atas Majelis

akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa pihak Tergugat telah menerbitkan sertipikat Hak Milik No. 709 dan

710 tahun 2006 tertanggal 4 Juli 2006 atas nama Johan Arnoldus Mononutu { Bukti

T-86 dan T-87 ) berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan

nomor register 855 K/ PDT/ 2005 tertanggal 8 Maret 2006 (Bukti P-8 ^ TU INT. Ill

-3) , yang kemudian dipecah- pecahkan dan di gabungkan menjadi objek - objek

sengketa yaitu sertipikat -sertipikat:

1 .Hak Milik No. 722 / Desa Watutumou

Swat Ukur Tanggal 14 Desember 2006

No. 8071 Watutumou 12006

Luas : 7.500 m1 - ( Pemisahan dari M. 709 I Walutumou) Atas nama :

Jimmy Tombokan.

2.Hak Milik No. 723 / Desa Watutumou
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g.Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou H

Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007

No. 04 / Watutumou U12007

Surat Ukur Tanggal 22 Jamiari 2007

No.808/Watutumou/2007

Luas: 65.822 m5 - { Pemisahan dari M. 710 / Watutumou ) Atas nama:

Hendriata M. Wullur

3.Hak MUik No. 729 / Desa Watutumou

Sutat Ukur Tanggal 31 Jamiari 2007

No. 809/Watutumou/2007

Luas : 300 m1 - ( Pemisahan dari Sertifikal Hak Milik No. 710 /

Watutumou ) Alas nama : Amis Susanto

4.Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou H

Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007

No. 810 / Watutumou O / 2007

Luas : 69.945 m^ - ( Penggabungan dari SHM. No. 709 dan SHM. No.

710 / atas nama Johan Anwldus Mononutu ) Atas nama : Johan

Amoldus Mononutu

S.Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou II

Surat Ukur Tanggal 3 Agustus 2007

No. 02 / Watutumou D / 2007

Luas : 60.000 m1 - ( Pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 723 /

Atas nama: Darianus Lungguk Sitotus

6.Hak Milik No. 04 / Desa Watutumou D

Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007

No. 03 / Watutumou D / 2007

Luas  :  1.974  m1 -   (   Pemisahan dari Sertipikat   Hak Milik

No.723/Watutumou)

Atas nama: Hendriata M. Wullur

7.Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou

Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2007

No. 811 / Watutumou / 2007

Luas : 3.000 m1 - {Pemecahan / Pemisahan / SHM^O. 730 )Atas nama
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Menimbang, bahwa tanah tersebut berdasarkan Bukd P-8-Bukti TU INT.BI-

3 masih sengketa karena pihak Raun Konda Rotinsulu dkk mengajukan Peninjauan

kembali atas putusan Mahkamah Agung tersebut (Bukd P-10) dan Pihak Tergugat

menerbitkan serdpikat Hak Milik No. 709 dan 710 tahun 2006 tertanggal 4 Juli 2006

atas nama Johan Arnoldus Mononutu (Bukti T-86 dan T-87) halmana masih dalam

tenggang waktu mengajukan peninjauan kembali, yang seharusnya berdasarkan pasal

45 ayat 1 huruf (e) PP No. 24 tahun 1997 pihak Tergugat menoiak karena tanah

tersebut adalah objek sengketa dalam perkara Peninjauan Kembali terhadap putusan

Kasasi No. 855 K/PDT/2005 jo perkara No. 49/PDT.G/2004/PT.MDO jo perkara

Reg No. 331/PDT.G/2002/PN.MDO.;

Menimbang, bahwa karena tanah tersebut masih menjadi objek sengketa dan

sedang diperiksa di Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Peninjauan

Kembali (PK) terhadap putusan Kasasi No.331/PDT.G/2002/PN.MDO jo perkara

No. 49/PDT.G/2004/PT.MDO jo pedant Reg No. 855 K/PDT/2005 , maka tindakan

Tergugat yang menerbitkan sertipikat Hak Milik No. 709 dan 710 atas nama Johan

Amoldus Mononutu berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang merupakan induk

Luas : 24.500 m1 - ( Pemisahan dari Hak Milik No. 730 sisa /

Watutumou - sekarang Watutumou II) Atas nama: Midiarto Wijaya

9.Hak Milik No. 766 / Desa Walutumou

Surat Ukur Tanggal 15 Nopember 2007

No. 839 / Walutumou / 2007

Luas :  4.000 m* Atas nama: Verra Waworuntu

Bahwa terbadap Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan

kepada kuasa Raun Konda Rotinsulu dkk pada tanggal 30 Mei 2006 (Bukd P-8) dan

telah mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan kembali (PK)

tertanggal 25 JuU 2006 (Bukd P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkatt pasal 45 ayat 1 kuruf (e) ; ayat 1

menyatakan " Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran

peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syanrt di bawah ini tidak terpenuhi :

huruf (e) menyatakan " tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di
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dan objek - objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat

tersebut berteniangan dengan pasal 45 ayat 1 huraf (e) PP No. 24 tahun 1997 tentang

pendaftaran tanah, selain itu Teigugat juga telah menerbitkan objek - objek sengketa

di atas sertipikat No 58 dan 59 atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu yang

masih eksis karena sertipikat Hak Milik No. 58 dan 59 tahun 1980 atas nama Gustaf

Samuel Nicolas Rotinsulu sampai saat itu belum ada keputusan dart iostansi yang

berwenang yang menyatakan mencabut atau raembatalkan sertipikat tersebut

sehingga secara huktun sertipikat tersebut masih berlaku maka penetfeitan sertipikat

Hak milik No. 709 dan 710 atas nama Johan Amoldus Mononutu telah bertentangan

dengan asas kepastian hukumiarena hal ini mengatribatkao di satu lokasi tanah yang

sama telah ada dua pemegang hak;

Menimbang, bahwa karena penerbitan sertipikat hak milik No. 709 dan 710

atas nama Johan Arnoldus Mononutu yang merupakan induk dari objek - objek

sengketa tersebut bertentangan dengan pasal 45 ayat 1 huruf (e) PP No. 24 tahun

1997 dan bertentangan dengan azas Kepastian hukum, maka terhadap gugatan

Penggugat Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk menyatakan

mengabuikan gugatan Penggugat untuk selumhnya dan menyatakan batal objek -

objek sengketa dan segata pecahan -pecahan atau pun penggabungan sertipikat yang

berasal dari sertipikat hak milik No. 709 dan 710 atas nama Johan Amoldus

Mononutu yaitu seripikM:

1.Hak Milik No. 722 / Desa Watutumou

SuratUkurTanggal 14Desember2O06

No. 807 / Watutumou / 2006

Luas: 7.500 m^Atas nama: Jimmy Tombokan.

2.Hak Milik No. 723 /Desa Watutumou

Sumt Ukur Tanggal 22 Januari 2007

No. 808/Watutumou/2007

Luas: 65.822 m^Atas nama: HendriataM. WuUur

3.Hak Milik No. 729/Desa Watutumou

Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007

No. 809 / Wamtumou / 2007

Luas : 300 n^^Atas nama: Ague Susanto

4.Hak Milik No. 730/Desa Watutumou n
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Surat Ukur Tanggai 31 Januari 2007

No. 810 / Watutumou II / 2007

Luas : 69.945 m^Atas nama: Johan Antoldus Mononutu

5.HakMilikNo. 03/Desa WatutumouII

Surat Ukur Tanggai 3 Agustus 2007

No. 02 / Watutumou II / 2007

Luas: 60.000 m'Atas nama: Darianus Lungguk Sitorus

6.HakMilik No. 04/Desa Watutumou n

Surat Ukur Tanggai 03 Agustus 2007

No. 03 / Watutumou D / 2007

Luas : 1.974 m^Atas nama: Hendriata M. Wullur

7.Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou

Surat Ukur Tanggai 05 Pebruari 2007

No. 811/Watutumou/2007

Luas: 3.000 m=A1as nama: Benny Budiman

8.Hak Milik No. 05/Desa Watutumou II

Surat Ukur Tanggai 06 Agustus 2007

No. 04 / Watutumou D / 2007

Luas: 24.500 n^Atas nama: Midiarto Wljaya

9.HakMillkNo. 766/Desa Watutumou

Surat Ukur Tanggai 15 Noperaber 2007

No. 839/Watutumou/2007

Luas : 4.000 m'Atas nama: Vena Wawonmtu

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk

selunihnya, maka kepada pihak Tergugat dan Para Tergugat n Intervensi sebagai

pihak yang kalah maka berdasaikan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

haruslab dibukum untuk membayar biaya petkata yang besamya akan disebiukan

dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Penundaan Majelis Hakim telah mengeluarkan

Peuetapan Penundaan No. 1 l/G/2009/PTUN.Mdo tertanggal 25 Maret 2009,oleh

karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk selunihnya, maka Penetapan

Penundaan tersebut di alas tetap dipertahankan dan meogikat sampai ada putusan

yangberkekuatantetap;
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Mengingat Undang - undang No. 5 tahun 1986 jo Undang - undang No. 9

talnm 2004 tenlang Peradilan Tata Uaaha Negara dan pasal 45 ayat 1 butii (e) PP No.

24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah dan peraturan pcrundang- undangan yang

lain yang berkaitan dengan ssngketa ini;

MENGADILI :

BALAMEKSEPSI

-MenolakEksepsiTergugit den Para Tergugat II Intervene^

DALAM POKOK PERKARA
-Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk Kluiuhnya;

-Menyatakanbatal:

1.SeripikmHakMilikNo.722/DeraWatutumou

Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006

No. 807 / Watutumou / 2006

Luaa: 7.500 nPAtas nama: Jimmy Tombokan.

2.Sertipikat Hak Milik No. 723 / Desa Watutumou

Surat Ukur Tangg^ 22 Januari 2007

No. 808/Watutumou/2007

Luas: 65.822 nPAtas nama: Hendriata M. WuHur

3.Sertipikat Hak Milik No. 729 /Desa Watutumou

Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007

No. 809 / Watutumou / 2007

Luaa: 300 m'Atas nama: Agus Susanto

4.Sertipikat Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou H

Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007

No. 810 / Watutumou II /  2007

Luas: 69.945 nPAtas nama: Johan AmoMiu Mooonutu
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S.     Sertipikat Hak Milik No. 05 / Desa Watt

Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007

No. 04 / Watutumou II /  2007

Luas: 24.500 m'Atas name: Midiaito Wijaya

9.    Sertipikat Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou

Surat Ukur Tanggal 15 Nopember 2007

No. 839 / Watutumou / 2007

Luas: 4.000 m2Atas nama: Vena Wawomntu

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut sertipikat - sertipikat hak milik

yang menjadi objek sengketa tersebut di atas;

Menyatakan peoetapan penundaan no. 11/0/2009/ P.TUN.Mdo tertanggal 25

Maret 2009 tetap dipettahankan dan mengikat sampai putusan ini mempunyai

kekuatan hukum tetap;

Menghukum kepada Tergugat dan para Tergugat n Intervensi untuk membayar

biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 2.763.000 ( dua juta tujuh

ratus enajn puluhtiga ribu rapiah);

Hak Milik No. 03 / Desa Watuturaou II

Surat Ukur Tanggal 3 Agustus 2007

No. 02 / Watutumou II /  2007

Luas: 60.000 m^Atas nama: Dariamts Lunggufc Sitorus

Sewipikat Hak Milik No. 04 / Desa Watutumou U

Sutat Ukur Tanggal 03 Aguatus 2007

No. 03/Watutumou 11/2007

Luas: 1.974 m^Atas nama: Hendriata M. Wiillw

Sertipikat Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou

Surat Ukur Tanggal 05 Pebtuari 2007

No. 811/Watutumou/2007

Luas: 3.000 m^Alas nama: Benny Budiman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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KETUA MAJELIS;HAKIM ANGGOTA;

Demikian diputus dalam rapat peimusyawaratan Majelis Haldm pads ban

Jumat 28 Agustus 2009 oleh Dilmar Tata™ , SH sebagai Hakim Kelua Majelis,

Masdin, SH dan Jusak Sindar, SH masing- maaing sebagai Hakim Anggota I dan D

putusan mana dibacakan pada hari Senin 31 Agustus 2009 dalaro persidangan yang

tetbuka untuk lonum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu Antonius

Wowiling, SH selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

dengan di hadiri Kuasa Panggugat,  Kuasa Tergugat, Kuasa Para Tergugat U
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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fumlah

Terbilang = Dua Juta Tujuh Ratua Baam Puluh Tlga Ribu Rupiah,-

Rp. 30.000,-

Rp. 215.000,-

Rp^.500.000,-

Rp.  laooo,-

Rp.   5.000,-

1.PNBP_

2.Panggilan

3.Pemeriksaan SetempaL.

4.Meterai

5.Redaksi_

,  NOMOR 11/6/2009/P.TUN.MDO, SEBAGA1BERIKUT:
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